










LAMPI RAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 47 TAJlJN. 2023 
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH 

PENCAPAIAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL 
KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2023-2026 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan 

penyusunan Peraturan Bupati ten tang Rencana Aksi Daerah 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tasikmalaya 

sesuai batas waktu yang ditetapkan. 

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 

tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari urusan 

pemerintah tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dan berhak 

diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan 

Minimal memiliki nilai yang sangat strategis bagi pemerintah daerah 

maupun bagi masyarakat, diantaranya Standar Pelayanan Minimal 

dapat dijadikan tolak ukur dalam perencanaan ketersediaan sumber 

daya manusia, penganggaran dan pembiayaan, serta saran a dan 

prasarana. Sedangkan untuk masyarakat Standar Pelayanan Minimal 

dapat dijadikan acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Kami mengucapkan terima kasih yang se besar-besarnya 

kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana 

Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten 

Tasikmalaya. Kami berharap Rencana Aksi Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal ill! mampu memberika perubahan dalam 

mendukung perencanaan dan Pembangunan daerah terutama dalam 

upaya meningkatkan kualitas dalam pelayanan dasar bagi 

Masyarakat. 



BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep 

otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan 

untuk mengefisiensikan pelayanan pemerintahan pada 

konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar 

seperti negara Indon esia, dengan memberikan sebagian 

kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah atau yang disebut desentralisasi. Salah satu Upaya 

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan 

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan 

hak pelayanan wajib bagi masyarakat. 

Secara ringkas berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal memberikan 

rujukan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenaijenis dan 

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah 

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM 

diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi mau pun 

Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penerapannya, SPM harus 

menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran

ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Standar · Pelayanan Minimal diharapkan dapat 

menjamin bahwa setiap layanan dasar harus disediakan dan 

dapat diakses oleh semua warga negara. SPM merupakan 

bimbingan antara pemerintah daerah untuk menyediakan 

kualitas pelayanan yang sarna kepada masing-masin g warga 



negara serta alat untuk mengukur pemerintah daerah dalam 

ketentuan kinerja layanan dasar. 

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah 

wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke 

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan 

penganggarannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 

298 ayat (1) yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk 

mendanai Urusan Pemerintah Wajib yang terkait Pelayanan 

Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat (2) juga disebutkan 

bahwa renCana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai 

prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1.2 DASAR HUKUM 

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di 

Kabupaten Tasikmalaya adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial; 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pe1ayanan Minimal; 

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perumahan Rakyat; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 

ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan U mum dan Penataan Ruang; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi 

Dan Kabuppaten Kota 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 

Daerah Kabupaten/Kota 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten / Kota; 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 

tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal. 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Kabupaten Tasikmalaya; 

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 tahun 2016 

ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-

2026; 

24. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

26. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan; 



27. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup; 

28. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 ten tang Rincian 

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; 

29. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

30. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian 

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud Penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah 

sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 

Tasikmalaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta 

sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan 

pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM 

adalah : 

1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima 

pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang 

wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan 

yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja 

maupun kemampuan anggaran. 

3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam 

penerapan dan pencapaian SPM. 

4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana 

program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan 

dalam menyusun target pencapaian SPM. 



Sedangkan sasaran Rencana Aksi Penerapan SPM ini 

adalah meningkatnya aksebilitas Masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang 

ditetapkan terutama dalam urusan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar. 

1.4 Kondisi Umum Wilayab 

1.4.1 Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di 

antara 7°02'29" dan 7°49 '08" Lintang Selatan serta 107°54'10" 

dan 108°25'42" Bujur Timur. 

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari 

wilayah bagian Provinsi J awa Barat yang memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, 

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten 

Majalengka; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, 

Kabupaten Pangandaran; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut 

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas 270.677,66 

hektar. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat 

pada gambar berikut : 



Gambar 1.1 
Peta Kabupaten Tasikmalaya 
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Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041 

Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terbagi 

dalam 39 kecamatan dan 351 desa. Luas dan pembagian 

wilayah administratif Kabu paten Tasikmalaya dapat dilihat 

pada table beriku t : 

Tabel1.1 
Wilayah Administrasi Kabupaten Tasikmalaya 

Luas WUayah 
Kecamatan Jumlah Desa 

Hektar Presentase 

Kecamatan Bantarkalong 6.415,23 2,37 8 

Kecamatan Bojongasih 5.186,45 1,92 6 

Kecamatan Bojonggambir 12.682,30 4,69 10 

Kecamatan Ciawi 4.458,17 1,65 11 

Kecamatan Cibalong 6.174,26 2,28 6 

Kecamatan Cigalontang 14.567,21 5,38 16 

Kecamatan Cikalong 16.086,96 5,94 13 

Kecamatan Cikatomas 14.221,17 5,25 9 

KecamatanCineam 7.413,41 2,74 10 

Kecamatan Cipatujah 24.199,04 8,94 15 



Luas Wilayah 
Jumlah Desa No Kecamatan 

Hektar Presentase 

11 Kecamatan Cisayong 5.032,34 1,86 13 

12 Kecamatan Culamega 8.629,00 3,19 5 

13 Kecamatan Gunungtanjung 4.777,82 1,77 7 

14 Kecamatan J amanis 1.597,86 0,59 8 

15 Kecamatan Jatiwaras 8.906,05 3,29 11 

16 Kecamatan Kadipaten 4.305,49 1,59 6 

17 Kecamatan Karangjaya 4.597,76 1,70 4 

18 Kecamatan Karangnunggal 15.325,97 5,66 14 

19 Kecamatan Leuwisari 3.116,95 1,15 7 

20 Kecamatan Mangunreja 2.671,81 0,99 6 

21 Kecamatan Manonjaya 4.343,59 1,60 12 

22 Kecamatan Padakembang 1.955,38 0,72 5 

23 Kecamatan Pagerageung 6.430,35 2,38 10 

24 Kecamatan Pancatengah 16.211,30 5,99 11 

25 Kecamatan Parungponteng 5.049,56 1,87 8 

26 Kecamatan Puspahiang 5.765,26 2,13 8 

27 Kecamatan Rajapolah 1.634,00 0,60 8 

28 Kecamatan Salawu 7.027,39 2,60 12 

29 Kecamatan Salopa 10.500,68 3,88 9 

30 Kecamatan Sariwangi 3.855,15 1,42 8 

31 Kecamatan Singaparna 2.010,71 0,74 10 

32 Kecamatan Sodonghilir 10.152,74 3,75 12 

33 Kecamatan Sukahening 2.891,34 1,07 7 

34 Kecamatan Sukaraja 4.648,20 1,72 8 

35 Kecamatan Sukarame 1.617,04 0,60 6 

36 Kecamatan Sukaratu 4.272,12 1,58 8 

37 Kecamatan Sukaresik 1.736,99 0,64 8 

38 Kecamatan Tanjungjaya 3.910,88 1,44 7 

39 Kecamatan Taraju 6.298,64 2,33 9 

40 Pulau Batukolotok 0,41 0,0002 

41 Pulau Nusamanuk 0,68 0,0003 

Luas Total Wilayah 270.677,66 100,00 351 

Sumber: Revisi RTRW Kab. TasikmaZaya Tahun 2021-2041 



1.4.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng 

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian 

berkisar antara 0 - 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). 

Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut 

ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah 

dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000-2.500 

meter dpl dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran 

rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 100 meter dpl. 

Tabel1.2 
Sebaran Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya 

Ketinggian 
No 

(m dpl) 

1 0- 500 

2 500 - 1.000 

3 1.000 - .500 

Sebaran (Kecamatan) 

Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, 

Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, 

Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, 

Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, 

J atiwaras. Kadipaten, 

Karangnunggal, Leuwisari, 
Manonjaya, Padakembang, 
Parungpoteng, Pancatengah, 

Rajapolah, Salawu, Salopa, 

Singaparna, Sodonghilir, 

Karangjaya, 

Mangunreja, 

Pagerageung, 
Puspahiang, 

Sariwangi, 

Sukahening, 

Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, 

Tanjungjaya, dan Taraju. 

Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, 
Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cineam, 

Cipatujah, Cisayong, Culamega, 

Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras. 

Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, 

Mangunreja, Padakembang, Pagerageung, 

Parungpoteng, Puspahiang, Rajapolah, 

Salawu, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, 

Sukahening, Sukaraja, Sukaratu, Sukaresik, 

Tanjungjaya, dan Taraju. 

Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, 

Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, 
Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, 

Sukahening, Sukaratu, dan Taraju. 



No 

4 

5 

Ketinggian 
Sebaran (Kecamatan) 

(m dpl' 

1.500 - 2.000 Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Kadipaten, 

Leuwisari, Pagerageung, Sariwangi, 

Sukahening, dan Sukaratu. 

2.000 -2.500 Cigalontang, Cisayong, Sariwangi, 

Sukahening, dan Sukaratu. 

Sumber: Revisi RTRW Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2041 

Gambar 1.2 
Peta Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya 
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Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan 

Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan 

bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,470/0 

kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan 

u ntuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. 

Sedangkan kemiringan lahan yang sangat m enu njang untuk 

pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21 ,530/0 



dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya 

terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan. 

Gambar 1.3 
Kondisi Kemiringan Laban Kabupaten Tasikmalaya 
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Gambar 1.4 
Proporsi Kondisi Kemiringan Laban Kabupaten Tasikmalaya 
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Kemiringan di Kabupaten Tasikmalaya dominan pada 

ketinggian landai an tara 0-2 % dengan luas wilayah 

89.049,241 ha tersebar di Keeamatan Bantarkalong, 

Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, 

Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, 

Gunungtanjung, Jamanis, Kadipaten, Karangjaya, 

Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, 

Padakembang, Pagerageung, Paneatengah, Parungponteng, 

Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, 

Singgaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, 

Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju, untuk 

ketinggian > 40% dengan luas wilayah 3.766,328 Ha. 

Berdasarkan peta kelerengan, diketahui fisiografi dan 

bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup 

Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain 

system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem 

Vulkanik (Volcanik System). Sebagian besar daerah terdiri dari 

fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar 

bergelombang sampai berbukit, keeuali di keeamatan

keeamatan bagian utara, berbukit sampai bergunung. 

1.4.3 Hidrologi .. 
Kondisi hidrologi di wilayah Kabu paten Tasikmalaya 

terdiri dari Daerah Aliran sungai -besar dan sungai keeil yang 

merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh 

kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten 

Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau 

sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, 

Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah 

aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih 

dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola 

aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung 

pada bentuk dan arah proses tektonik yang teIjadi. Kondisi 

hidrologi berdasarkan fungsi terbagi atas sumber air (air baku) 

dari sungai, mata air maupun situ. 



A. Sungai 

Kabupaten TasikmaIaya terdapat 6 daerah aliran 

Sungai besar atau Sungai utama yaitu Sungai Cilangla, 

Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai 

Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola 

radial, karen a lebih dipengaruhi dominasi vulkanik. Pada 

daerah tektonik pola aIiran berubah menjadi tidak teratur 

(irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik 

yang tetjadi. Secara rind kondisi daerah aIiran Sungai di 

Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut : 

Tabell.3 
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 

Wilayah Aliran Luas Das Panjang Anak Sungai Debit 
No Nama DAS Sungai (Ha) (km) (m3/det) 

Bojonggambir, Cipatujah, 
S. Cibalanak; 0 ,83 

1 Cipangukusan 11.107,6 S. Cikaenang; 2,36 1,69 
Culamega 

S. Cipangukusan ; 3,92 

Bantarkalong, Bojongasih, S. Cibeureum ; 0,56 

Bojonggambir, Cipatujah, S. Cicadas; 1,6 
40.610 S. Cilangla ; 10,32 19,65 

2 Cilangla Karangnungga I, 

Sodonghilir, Taraju S. Cipalu ; 2,63 

Ci Kondang; 0,81 

S. Cibongas ; 1,3 

S. Cicantigi ; 0,49 

S. Cigugur ; 0,02 

3 Cimedang Cikalong, Cikatomas, S. Ciharuman ; 1,16 

Pancatengah, Salopa 
44.770,82 

S. Cikembang ; 4,64 
16,97 

S. Cikondang; 7,44 

S. Cimedang ; 5,24 

S. Citoe ; 3,66 

S. Ciwalen; 0,89 
S. Cibalanak; 0,83 

4 Cipanyeurang Cipatujah, Culamega, 4.571,35 S. Cikaengan ; 2,36 1,77 

S. Cipangukusan ; 3,92 

S. Cibalanak; 0,83 

S. Cikaenang; 2,36 

5 Cipatujah Bojonggambir, Cipatujah, S. Cipangukusan; 3,92 

Culamega 
16.294 S. Cipalu; 1,95 4,34 

S. Cipayeurang ; 0,03 

S. Cipatujah ; 4,75 

Ciawi, Cineam, Cisayong, S. Cihapitan ; 0,66 

Gunungtanjung, Jamanis, S. Cikembang ; 2,8 

6 Citanduy Kadipaten,Karangjaya, 
49.718 

S. Cipajajaran ; 0 ,33 
29,66 

Manonjaya, agerageung, S. Ciseel ; 2,5 

Rajapolah, Salopa, s. Citanduy 

!sukaratu, Sukaresik 
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Cibalong, Cigalontang, s. Cigembor ; 2,08 

Cikalong, Cikatomas, S. Cikun i r ; 1,82 

atiwaras, Karangnunggal, S. Cikunten ; 3,13 

Leuwisari, Mangunreja, s. Cilonggan ; 4,83 
Ciwulan 

Padakembang, S. Cimawate ; 9,2 

Parungponteng, 104.000 S. Cimerah ; 2,08 29,46 

Puspahiang, Salawu, S. Ciwulan ; 23,15 

isariwangi, Singaparna, 

isodonghilir, Sukaraja, 

Sukarame, Sukaratu, 

tranjungjaya 

B. Mata air 

Mata air di Kabupaten Tasikmalaya terdapat di 

Kecamatan Leuwisari, Sariwangi, Parungponteng, Puspahiang, 

Sodonghilir, Pancatengah, Cikalong, Cipatujah, Bantarkalong, 

Cisayong, Sukahening, Sukaresik dan Pagerageung. Mata air 

terse but merupakan sumber air dalam tanah yang 

dimanfaatkan sebagai air baku/ air minum Masyarakat . 

c. Situ 

Situ di Kabupaten Tasikmalaya dimanfaatkan 

daiantaranya untuk sek tor pertanian dan pariwisata. Lokasi 

situ, luas dan pemanfataannya dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabell.4 
Situ di Kabupaten Tasikmalaya 

No Nama Situ Desa - Kecamatan 
Luas 

Pemanfaatan 
(ha) 

1 Sanghyang Cibalanarik - Sukaraja 10,25 Irigasi 

2 Cigaleuh Kalapagenep - Cikalong 2,00 Sawah 

3 Cilangla Taraju - Taraju 10,00 Wisata 

4 Galuh Taruna Cibuniasih - Pancatengah 2,00 Sawah 

5 Gede Pancatengah Mekarsari - Pancatengah 1,00 Sawah 

6 Denuh Cikuya - Bantarkalong 1,20 Sawah 

7 Citilu Pasirhaur - Ciawi 0,76 Sawah 

8 Karkil Tobangjaya - Cipatujah 1,75 Penga iran 

9 Oblok Mandalajaya - Cikalong 4,50 Sawah 

10 Batu Hawu Cikupa - Karangnunggal 3,00 Sawah 

11 Labu an Bulan Girikencana - Karangnungga l 2,50 Sawah 

12 Ast a Girikencana - Parungponteng 0,50 Sawah/lrigasi 

13 Cigagak Sukapada - Pagerageung 0,25 Sawah 



14 Sarbeni Ciwarak - Jatiwaras 1,00 Sawah/l rigasi 

15 Ciburial Sukapada - Pagerageung 2,00 Sawah 

16 Garunggang Rajadatu - Cineam 2,00 Sawah 

17 Cilameta Ciampanan - Cineam 2,00 Sawah/lrigasi 

1.4.4 Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 

berdasarkan Hasil Sensus penduduk 2023 yang dilaksanakan 

BPS Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebanyak 1.928.640 jiwa. 

Jumlah ini terdiri atas 977.285 jiwa penduduk laki-laki dan 

951.355 jiwa penduduk perempuan. 

1.4.5 Kawasan Rawan Bencana 

Kabupaten Tasikmalaya memiliki topografi yang 

beragam. Dataran bergelombang lemah sampai bergelombang 

kuat di daerah selatan sampai tengah. Wilayah utara 

topografinya berupa perbukitan sampai pegunungan. Selain 

itu rata-rata curah hujan Kabupaten Tasikmalaya adalah 

sebesar 3.442 mm. Dengan kondisi wilayah dengan kondisi 

wilayah demikian maka Kabupaten Tasikmalaya dinilai 

memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi. 

Pada tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana telah melakukan Pengkajian Resiko Bencana di 

Kabupaten Tasikmalaya. Kajian tersebut menganalisis tiga 

komponen Tingkat Resiko Bencana yaitu: 1) bahaya, 2) 

kerentanan dan 3) kapasitas. Ketiga komponen tersebut 

ditentukan berdasarkan parameter masing-masing. Komponen 

Bahaya ditentukan melalui Analisis Probabilitas (peluang 

kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen 

Kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu: 1) 

Kerenatanan Sosial (penduduk terpapar), 2) Kerentanan 

Ekonomi (kerugian lahan produktif), 3) kerentanan pisik 

(kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan 4) 

Kerentanan Lingkungan (kerusakan lingkungan). Komponen 

terakhir yaitu Kapasitas ditentukan dengan menggunakan 2 

parameter yaitu, Ketahanan daerah (sektor Pemerintah) dan 



Kesiapsiagaan Masyarakat (sektor masyarakat). Kajian resiko 

bencana tersebut juga bertujuan untuk mengetahui luas dan 

Index bahaya. Hasil Kajian Potensi Bencana Kabupaten 

Tasikmalaya tersebut secara rinci dirangkum pada table 

berikut: 

Tabel1.5 
Potensi Bencana di Kabupaten Tasikmalaya 

1. Banjir 6. Ke bakaran Hutan Dan Lahan 

2. Banjir Bandang 7 . Kekeringan 

3. Cuaca Ekstrim 8 . Letusan Gunung api 

4 . Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 9. Tanah Longsor 

5. Gempa bumi 10. Tsunami 

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2019-2023 

1.4.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi 

merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. 

Namun manfaat terse but harus juga dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan 

menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan 

pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa 

indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan 

sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar 

harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun 

(harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi 

yang tetjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 



menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. 

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya dapat 

dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 

dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku 

dan harga konstan yang semakin meningkat. 

PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) pada Tahun 2022 mencapai Rp 42.659.500 

juta rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas 

Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Tahun 2022 mencapai 

Rp 26.361.660 juta rupiah. 

2. Perkembangan Ekonomi 

Masa ini jelas membantu perkembangan ekonomi 

suatu daerah. Karena berarti semakin banyak individu yang 

mendapatkan kesempatan keIja, sehingga semakin banyak 

sumber daya manusia yang dimanfaatkan. Selain peluang 

tenaga kerja, dampak positif bonus demografi juga tercermin 

dari semakin banyaknya investasi. Dengan begitu, otomatis 

akan membantu sektor ekonomi untuk semakin bertumbuh. 

Pertumbuhan tersebut juga bisa membantu pemerintah dalam 

mempersiapkan percepatan pembangunan daerah menjadi 

lebih maju. 

Selain ekonomi, pastinya demographic dividend 

membawa keuntungan bagi sektor yang lain, misalkan saja 

pendidikan. Dengan adanya prediksi bonus demografi 2030, 

pemerintah pasti akan merancang sistem pendidikan yang 

lebih baik demi meningkatkan sumber daya manusia. Dengan 

adanya rancangan sistem yang lebih baik, sektor pendidikan 

akan mengalami peningkatan. 

Namun, momen demographic dividend tidak hanya 

akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah daerah. Jika 

tidak dipersiapkan dengan matang, maka fenomena ini akan 



membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah 

antara lain: 

A. Membludaknya angka pengangguran 

Pertama, dampak bonus demografi adalah membludaknya 

angka pengangguran. Jumlah usia produktif yang 

diperkirakan mencapai 60°/0-700/0 dari total penduduk. Jika 

kesempatan ini tidak disalurkan dengan baik, bukan tidak 

mungkin malah menjadi bencana bagi suatu daerah. 

Jumlah yang besar itu justru bisa menjadi titik dimana 

angka pengangguran akan membludak. Karena itu, 

tindakan preventif seperti perancangan peluang ketja sejak 

dini bisa dilakukan sebagai pencegahan. 

B. Kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang 

Dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang 

berlomba membuka peluang peketja akan semakin selektif. 

Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu 

masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan 

juga akan semakin sulit. Dampak negatif bonus demografi 

ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, 

sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika 

pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk 

membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka 

akan tetjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus bisa 

menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk 

membentuk sumber daya yang baik. Baru para masyarakat 

produktif dan perusahaan bisa memanfaatkan kesempatan 

itu dengan baik. 

C. Aging Population 

Dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang 

berlomba membuka peluang peketja akan semakin selektif. 

Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu 

masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan 

juga akan semakin sulit. Dampak negatif bonus demografi 

ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, 

sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika 

pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk 



membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka 

akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus bisa 

menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk 

membentuk sumber daya yang bagus. Baru para 

masyarakat produktif dan perusahaan bisa memanfaatkan 

kesempatan itu dengan baik. Komposisi penduduk 

menu rut kelompok umur menunjukkan proporsi penduduk 

usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding 

penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke 

atas). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur 

tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya 

masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 

64,23% penduduknya berada di dalam rentang usia 

produktif. Namun disisi lain, seiring dengan peningkatan 

umur harapan hidup, persentase penduduk usia lanjut (60 

tahun ke atas) juga mengalami peningkatan dari 12,15 

persen pada tahun 2020 menjadi 12,72 persen di tahun 

2021. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten 

Tasikmalaya akan memasuki era Aging Population dimana 

persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 

persen atau lebih dari total populasi penduduk. 



BAB II 

KONDISI PEMENUHAN DAN PERMASALAHAN 
PENERAPAN SPM 

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM 

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan 

telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 

terdapat beberapa foku s dalam urusan pemerintahan wajib 

pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut : 

2.1.1 Bidang Pendidikan 

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur secara 

teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Bidang Pendidikan. 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

a) Pendidikan Anak Usia Dini 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

b) Pendidikan Dasar 

jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan 

Menengah. 

c) Pendidikan Kesetaraan 

program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 

pendidikan umu m setara sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/ madrasah 

tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah 

aliyah yang mencaku pi program paket A, paket B, dan 

paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah 

menengah keju ruan/madrasah a liyah kejuruan yang 

berbentuk paket C kejuruan. 



B. Penerima Pelayanan Dasar 

a) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik 

yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) 

tahun. 

b) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada 

Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang 

berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun. 

c) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada 

Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang 

berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan 

belas) tahun. 

c. Mutu Pelayanan Dasar 

a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; 

b) stan dar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

c) tata cara pemenuhan standar 



D. Kondisi Capaian SPM 

Tabel2.1 
Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

, 
•• SPM Bidang Pend[dikan 

Pendidikan anak usia dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan 

Usia 5 (Lima) tal'lun sampai dengan 6 (Enam) Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 
Realisasi Anggaran Kabupaten tahun untukJenis Pelayanan Dasar Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar (Delapan Belas) tahununtuk Jenis Pelayanan Pagu Anggaran SPM 

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dasar Pendidikan Kesetaraan (Rp) 
SPM 

(Rp) 
Jumlah Total Jumlah Jumlah Total Jumlah Jumlah Total Jumlah. 

t' 

Yang Harus Orang 
Capaian 

Yang Harus Orang 
Capaian 

Yang Harus Orang 
Capaian 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Tasikmalaya 60.435 57.311 91,03 288.290 265.715 93,16 2.622 2.563 94,75 2.103.891.240.751 1.938.061.561.136 



2.1.2 Bidang Kesehatan 

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diatur secara 

teknis dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

a) Pelayanan kesehatan ibu hami1; 

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 

c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 

d) Pelayanan kesehatan balita; 

e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 

f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 

g) Pe1ayanan kesehatan pada usia 1anjut; 

h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 

i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 

j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 

berat; 

k) Pe1ayanan kesehatan orang terduga tuberku1osis; dan 

1) Pe1ayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 

virus yang me1emahkan daya tahan tubuh manusia 

(Human Immunodeficiency Virus). 

B. Mutu Pelayanan Dasar 

a) standar jum1ah dan kualitas barang dan/ atau jasa; 

b) standarjum1ah dan kualitas persone1/sumber daya 

manusia kesehatan; dan 

c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 



C. Kondisi Capaian SPM 

Tabel2.2 
Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

"' 
, . . . 

, spM BidartgJ(esebatan 
" , ,' 

"," , 

Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita 
Kabupaten 

Jumlah Total Jumlah Capaian 
Jumlah Total Jumlah 

Capaian 
Jumlah Total Jumla h 

Capaian 
Jumlah Total Jumlah 

Capaian 
Yang Harus Orang Yang Harus Orang Yang Harus Orang Yang Harus Orang 

Dilayani Terlayani ' 
(%) 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Tasikmalaya 30.025 29.722 99,19 28.660 28.160 98,60 27.296 26.815 98,59 191.070 170.013 91,18 

-

SPM Bidang Kesehatan 

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 
Pelayanan kesehatan penderita Pelayanan kesehatan penderita 

dasar hipertensi diabetes mellitus 
, 

" , 
Jumlah Jumlah 

Jumlah Total Jumlah 
Capaian 

Jumlah Total Jumlah 
Capaian 

Jumlah Total Jumlah 
Capaian 

Total Jumlah 
Capaian 

Total Jumlah 
Capaian 

Yang Harus Orang Yang Harus Orang Yang Harus Orang Yang Orang Yang Orang 
Dilayani Terlayani 

(%) 
Dilayani Terlayani 

(%) 
Dilayani Terlayani 

(%) 
Harus Terlayani 

(%) 
Harus Terlayani 

(%) 

Dilayani Dilayani 

370.197 219.424 67,42 1.418.082 1.179.701 86,55 141.609 120.514 88,08 153.474 124.877 85,09 30.058 23.209 81,77 

C o, 



" ,i' -, .> >: - ". ii '" 
SPM Bi~~ns Kesehat'111 

>- ', ' .' - ; .. .... . i i. ,·,'," Ci. , 

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko 

Pelayanan kesehat an orang terduga Tuberkulosis Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan 
(OOGj ) berat 

Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 

Pagu Ahggaran SPM Realisasi Anggaran SPM 

jumlah Total jumlah jumlah Total jumlah jumlah Total jumlah (Rp) (Rp) 

Yang Harus Orang 
Capaian 

Yang Harus Orang 
Capaian 

Yang Harus Orang 
Capaian 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Dilayani Terlayani 
(%) 

Oilayani Terlayani. 
(%) 

2.282 1.967 88,96 19.708 19.708 100,00 37.674 22.008 66,17 32.870.730.224 32.460.274.494 

-------



2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum 

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur 

secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

a) Pemenuhan kebutuhan pokok arr mlnum seharihari; 

dan 

b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah 

Domestik. 

B. Mutu Pelayanan Dasar 

a) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air 

Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran 

kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok 

air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan 

kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;dan 

c) Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah 

Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

C. Penerima Pelayanan Dasar 

a) Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada 

masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili 

pad a daerah rawan air dan akan dilayani melalui 

sistem penyediaan air minum; dan 

b) Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah 

pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik 

kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada 

masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili 

pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik 

dan dekat badan air. 



D. Kondisi Capaian SPM 

Tabe12.3 
Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

I . . . - ;_: :: :- ~_, - :<:_ -_':o ::-_- : _ : - - - , ".'_:.'- . __ > , _;~- -:- _ '. <_- , --_> ,,~ 

. serv'l .m~al1g Pekerj;ian urnul'1l · ..... 

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 

lumlah Total lumlah 
Yang Harus Dilayani Orang Terlayani 

1.192.048 1.192.048 

Capaian 
(%) 

100,00 

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air lim bah Domestik 

Jumlah Total 
Yang Harus 

Dilayani 

251.931 

Jumlah 
Orang Terlayani 

251.931 

Capaian 
(%) 

98,33 

Pagu Anggaran SPM 
(Rp) 

21.332.798.000 

Realisasi Anggaran SPM 
(Rp) 

21.026.115.500 



2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat 

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur 

secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni 

bagi korban bencana kabupaten/kota; dan 

b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni l;Jagi 

masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota 

B. Mutu Pelayanan Dasar 

a) mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi 

rumah yang layak huni bagi korban bencana 

provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan 

kualitas pelayanan dasar. 

b) standar jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah 

yang layak huni bagi korban bencana 

provinsi/kabupaten/kota berupa setiap unit rumah 

rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah 

unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen 

rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. 

c) kualitas pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi 

rumah yang layak huni bagi korban bencana 

provinsi/kabupaten/kota ditentukan berdasarkan 

layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai 

dengan kriteria ru mah layak huni. 

d) mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah 

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota 

meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. 

e) standar jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani 

dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan 

rekonstruksi berupa setiap rumah tangga terkena 



relokasi sesuai dengan jumlah rene ana fasilitasi dan 

penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani. 

f) kualitas pelayanan dasar unit rumah rusak yang akan 

ditangani dalam dokumen reneana aksi rehabilitasi dan 

rekonstruksi ditentukan berdasarkan layanan dan 

kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing 

layanan terhadap fasilitasi dan rumah laYak huni. 

c. Penerima Pelayanan Dasar 

a) penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban 

Beneana yaitu setiap rumah tangga korban beneana 

yang memenuhi kriteria. 

b) penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar 

fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 

daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi 

program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria. 



D. Kondisi Capaian SPM 

Tabel2.4 
Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang layak Huni Bagi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Total 
Yang Harus Dilayani 

1 

Jumlah 
Orang Terlayani 

1 

Capaian. 

(%) 

100 

Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang layak Huni Bagi Masyarakat Yang 

Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Total 

Yang Harus Dilayani 

1 

Jumlah 

Orang Terlayani 

1 

Capaian 

(%) 

100 

Pagu Anggaran SPM 

(Rp) 

a 

Realisasi Anggaran SPM 

(Rp) 

a 



2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur secara teknis 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan 

Kabuppaten Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 

101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 

Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

a) Jenis pelayanan dasar pada Ketentraman dan 

Ketertiban Umum adalah jenis pelayanan dasar dalam 

rangka penyediaan barang danl atau jasa kebutuhan 

dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara 

yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah. 

b) Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah 

kabupaten/kota meliputi pelayanan informasi rawan 

bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana. 

c) Jenis pelayanan dasar sub-urusan Kebakaran daerah 

kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran. 

B. Mutu Pelayanan Dasar 

a) Mutu pelayanan dasar sub-urusan Trantibum meliputi: 

1) Standar operasional prosedur Satpol PP; 

2) Standar sarana prasarana Satpol PP; 

3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP 

dan anggota perlindungan masyarakat; 



4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan 

Trantibum akibat penegakan hukum terhadap 

pelanggaran Perda dan Perkada. 

b) Mutu pelayanan dasar sub-urusan bene ana daerah 

meliputi: 

1) Prosedur operasional penanggulangan beneana; 

2) Sarana prasarana penanggulangan; 

3) Peningkatan kapasitas personal/ sumber daya 

manusia; dan 

4) Pelayanan Warga Negara yang berada di Kawasan 

rawan bene ana dan yang menjadi korban beneana. 

c) Mutu pelayanan dasar sub-urusan kebakaran meliputi: 

1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit 

sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di 

lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan 

dan evakuasi; 

2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, 

penyelamatan dan evakuasi; 

3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, 

penyelamatan dan evakuasi; 

4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan 

penyelamatan/ sumber daya manusia; 

5) Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 

bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; 

dan 

6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga 

negara yang terdampak kebakaran. 

c. Penerima Pelayanan Dasar 

a) Penerima pelayanan dasar sub urusan Trantibum 

adalah yang mengalami kerugian materil dan/ atau 

cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada 

dan/ atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai 

dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan 

Perda dan Perkada. 

b) Mutu pelayanan dasar sub urusan beneana daerah 

melipu ti standar : 



1) Prosedur operasional penanggulangan bencana; 

2) Sarana prasarana penanggulangan bencana; 

3) Peningkatan kapasitas personal/ sumber daya 

manusia; dan 

4) Pelayanan warga negara yang berada di Kawasan 

rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. 

c) Penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu 

setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran 

atau terdampak kebakaran untuk jenis penyelamatan 

dan evakuasi korban kebakaran di daerah 

kabupaten/kota. 



D. Kondisi Capaian SPM 

Tabel2.5 
Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

spM Bidang Ttandbumli.nmas 
..... 

I '. .... '," ... 

Pelayanan Ketentraman dan 
Pelayanan Informasi Rawan 

Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan Pelayanan Penyelamatan dan 

Ketertiban Umum Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran 

(TRANTIBUM) 
Bencana (KEBENCANAAN) 

(KEBENCANAAN) (KEBENCANAAN) (DAMKAR) Realisasi 
Kabupaten Pagu Anggaran 

Anggaran 
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah SPM 
Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah (Rp) 

SPM 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian (Rp) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani 

Tasikmalaya 1 1 95,56 1.477.422 1.477.422 100,00 472.610 472.610 100,00 3.520 3.520 100,00 443 443 100,00 8.392.446.720 8.188.714.159 
- - - ------



2.1.6 Bidang Sosial 

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial diatur secara teknis 

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Daerah 

KabupatenjKota. 

A. Jenis Pelayanan Dasar 

a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas 

Telantar di luar Panti Sosial; 

b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti 

Sosial; 

c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar 

Panti Sosial; 

d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya 

Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan 

e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan 

Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban 

Bencana daerah kabupatenjkota. 

B. Mutu Pelayanan Dasar 

a) Standar dan jumlah kualitas barang danj atau jasa; 

b) Standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; 

dan 

c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 

C. Penerima Pelayanan Dasar 

a) Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan 

Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas 

Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial; 

b) Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar 

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di 

luar Panti Sosial; 

c) Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar 

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam 

dan di luar Panti Sosial; 



d) Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan 

Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya 

Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti 

Sosia1; 

e) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis 

Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

t) Korban Bencana daerah kabupatenjkota untuk Jenis 

Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial 

pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi 

Korban Bencana daerah kabupatenj kota. 



D. Kondisi Capaian SPM 

Tabel2.6 
Kondisi capaian SPM bidang sosial di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

i" ~,;i:il'\<>"" i , 
. , 

sPMai~angS()sial 

,,'. 

, ','t:,'} 

Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna 
Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Penyandang Disabilitas Terlantar 
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut 

Sosial Khususnya Gelandangan 
Pada Sa at Tanggap dan Paska 

Telantar di luar Panti Usia Terlantar di luar Panti Bencana Bagi Korban Bencana 
Kabupaten di luar Panti dan Pengemis di luar Panti 

Kabupaten/Kota Pagu Anggaran Realisasi ' .•.. 
Jumlah Jumlah Jumlah Ju'mlah Jumlah SPM Anggaran spM 

Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah Total Jumlah (Rp) (Rp) 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Yang Orang 
Capaian 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Harus Terlayani 
(%) 

Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani 

Tasikmalaya 1.000 1.000 96,00 2.000 2.000 96,00 8.300 8.300 97,33 50 50 96,00 16,278 16.278 100,00 2.945.308. 200 2.752.931. 390 

.. . .. . . . .. - - ----- - ---- -- - ---- --------- - - -- - ---- - - - - - ----- -- - ----- -- - - - - --- - - ---- --- - -



2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM 

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah daerah Kabupaten 

Tasikmalaya telah membentuk tim pelaksana penerapan SPM. 

Pada tahun 2022 Tim Penerapan SPM telah melaksanakan 

rapat koordinasi untuk mengetahui kendala dan 

permasalahan dalam penerapan SPM. Dari hasil evaluasi 

rapat yang dilakukan dapat diketahui bahwa perangkat 

daerah pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih 

menemui berbagai kendala dan permasalahan. 

2.2.1 Bidang Pendidikan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan yang 

telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya : 

a. Data yang tersedia belum sepenuhnya terverifikasi 

keakuratannya; 

b. Keterpurukan sarana pendidikan yang belum memadai; 

c. Masih tingginya angka putus sekolah karen a faktor 

ekonomi; 

d. Akses layanan pendidikan yang belum merata; dan 

e. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk 

menyelesaikan pendidikan baik tingkat dasar maupun 

menengah. 

2.2.2 Bidang Kesehatan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang 

telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya: 

a. Perbedaan pengguinaan data jurnlah penduduk antara 

proyeksi Dinkes dengan data di Puskesmas melalui 

proyeksi pendataan KIA (tertuang di PWS KIA); 

b. Ibu melahirkan diluar wilayah FKTP setempat untuk 

alasan personal; 

c. Bayi dilahirkan diluar wilayah ketja FKTP setempat 

(alasan personal); 



d. Penulisan di tabe1 isian SPM Puskesmas tidak sesual 

dengan Definisi Operasional yang tertuang di PMK RI No.4 

Tahun 2019 Tentang Standar Pemenuhan Mutu pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

(contoh Pelayanan balita hanya 12-23 bulan yang diminta 

dengan denumerator seluruh balita 12-59 pada 1 bulan 

yang lalu, DO menjelaskan cakupan balita usia 12-59 

bulan (halaman 61-66); 

e. Ibu balita merasa telah selesai di Imunisasi mengganggap 

tidak penting datang ke Posyandu untuk sekedar 

ditimbang, diukur, atau di edukasi. - Balita mendapatkan 

pelayanan di luar wilayah; 

f. Perbedaan pemahaman pada indikator SPM pelayanan 

. kesehatan usia pendidikan dasar, awalnya capaian yang 

dmaksud hanya sampai usia sekolah dasar (SD), sebelum 

memahami maksud usia pendidikan dasar adalah anak 

usia Sekolah Dasar (SD) Sedangkan DO berdasarkan 

PMK RI No.4 Tahun 2019 Tentang Standar Pemenuhan 

Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan) (hal 73 ) adalah anak kelas 1 sampai 

dengan kelas 9 atau usia 7 sampai 15 tahun. '- Pelayanan 

kesehatan usia pendidikan dasar, hanya pada bulan 

tertentu (bulan lainnya 0), target 0, kegiatan 0, capaian 0; 

g. angka karies gigi selalu tinggi, laporan dari puskesmas 

telat terkendala reakreditasi, koordinasi lintas program 

dan lintas sektor belum sesuai harapan; 

h. Banyak usia produktif bekerja terdata sebagai penduduk 

Pagerageung, namun tinggal di luar kota. Dan orang 

dengan KTP luar kota yang dilayani tidak dapat 

dimasukan sebagai capaian FKTP setempat; 

i. Banyak Lansia yang tidak bisa datang ke tempat 

pelayanan kesehatan dikarenakan ADL / Activity daily 

Leaving nya kurang (Lansia Risti) sehingga khusus 

cakupan Lansis Risti harus melaui kunjungan rumah 

petugas; 



j. angka morbiditas Hipertensi, DM, dan kolesterol yang 

tinggi. Koordinasi lintas program dan sektor belum 

berjalan dengan baik. Peran dari komda lansia belum 

dapat dirasakan; 

k. Pelayanan HT yang tidak terlaporkan dari jaringan dan 

fasyankes swasta ke Puskesmas; 

1. Pelayanan DM yang tidak terlaporkan dari jaringan dan 

fasyankes swasta ke Puskesmas; 

m. Masyarakat tabu dan merasa malu untuk me1aporkan 

salah seorang saudanraya mengalami Gangguan Jiwa; 

n. Pelayanan TB yang tidak terlaporkan dari jaringan dan 

fasyankes swasta ke Puskesmas; 

o. Masih adanya paslen yang mangkir pengobatan 

khususnya untuk pasien TBC RO dikarenakan adanya 

efek sam ping pengobatan TB RO yang cukup berat (Mual, 

Muntah, Pusing, gangguan pendengaran dan adanya 

gangguan kejiwaanj Halusinasi) dan Capaian TB anak 

belum mencapai target 100 % dikarenakan masih ada 

kasus yang belum terlaporkan ke SITB diantaranya kasus 

TB anak yang berobat ke dokter spesialis anak yang ada di 

wilayah kota Tsikmalaya; 

p. Tidak dapat menembus sasaran populasi kunci karena 

bukan lokus. - Capaian hanya memalui skrining Ibu Hamil 

dan penderita TB; 

q. Capaian hanya memalui skrining Ibu Hamil dan penderita 

TB; 

r. Permasalahannya adalah ada satu kegiatan yang belum 

terserap yaitu kegiatan berkunjung ke rumah ODHA yang 

LFU; 

s. Pendataan, assasement dan perhitungan kebutuhan 

layanan SPM dehingga pemenuhan Upaya Kesehatan 

Masyarakat belum maksima1; 

t . Tidak adanya Anggaran Khusus untuk Pendataan Layanan 

SPM karena data diperlukan agar penerima la yanan SPM 

tepat sasaran; 

u . Luas daerah kabupaten tasikmalaya menjadi tantangan 

dan kendala dalam penerapan SPM, sehingga koordinasi 

pun sulit dilakukan terkendala kondisi geografis. 



2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan 

umum yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM 

diantaranya: 

A. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : 

a) Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 

2018, pengumpulan data dilaksanakan oleh BPS 

me1alui Survey Sosial Ekonomi Nasional. Namun 

dikarenakan belum tersedianya data dimaksud, data 

yang digunakan mengacu pada Rencana Induk SPAM 

(Rispam) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 

Tahun 2019-2024; 

b) Tidak adanya peninjauan dokumen Rispam dan SSK 

15-20 tahun terakhir; 

c) Data Akses dan Kondisi Pelayanan SPAM Jaringan 

Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tidak 

ter-update; 

d) Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan 

terhadap air minum dan data rumah tangga yang 

tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum 

melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan tidak ter-update; 

e) Belum tersedianya Kebijakan dan Strategi (Jakstra) 

SPAM Daerah; 

f) Prioritas dan sasaran rencana pemenuhan SPM tidak 

sepenuhnya memperhatikan data pendukung dan 

jenis rencana pemenuhan SPM; 

g) Tidak adanya Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) 

Kabupaten/Kota; 

h) . Pemenuhan SPM hanya terfokus pada pembangunan 

baru SPAM kurang memperhatikan perluasan dan 

peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; dan 

i) Minimnya pemantauan penyelenggaraan pelayanan 

air minum Kabupaten/Kota. 



B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik : 

a) Pelaksanaan pengumpulan data tidak dilaksanakan 

secara primer dan tidak sepenuhnya mengikuti 

ketentuan metode dan langkah pengumpulan data 

sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 

Tahun 2018; 

b) Belum optimalnya perhitungan kebutuhan SPM air 

limbah domestik terutama dalam identifikasi, analisis 

kebutuhan dan perhitungan komponen biaya 

kegiatan pelayanan dasar air limbah domestik 

dikarenakan lemahnya ketersediaan data dukung; 

c) Rendahnya ketersediaan data rencana kegiatan 

prioritas kegiatan pengembangan SPALD-S, SPALD-T 

dan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah 

Domestik Tahunan; 

d) Tidak adanya penentuan wilayah prioritas 

pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik 

Kabupaten; 

e) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM air limbah 

domestik tidak disertai dengan perhitungan biaya 

pemeliharaan dan kebutuhan sarana prasarana yang 

memadai; dan 

f) Minimnya pemantauan penyelenggaraan pelayanan air 

limbah domestic. 

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan 

rakyat yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM 

diantaranya : 

a. Belum optimalnya identifikasi perumahan di lokasi rawan 

bencana dan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai 

lokasi relokasi perumahan; 

b. Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar 

penyediaan dan rehabilitasi rumah layak h uni bagi korban 

bencana tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018; 



c. Penganggaran pemenuhan SPM Perumahan hanya 

bergantung pada APBD Kabupaten; dan 

d. Rendahnya koordinasi lintas sektor pemenuhan SPM 

Perumahan. 

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang 

trantibumlinmas yang telah dilaksanakan, masih terdapat 

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM 

diantaranya : 

A. Ketentraman dan Ketertiban Umum: 

a) Belum dapat dilaksanakan karena tidak terdapat 

warga negara yang terkena dampak gangguan 

Trantibum akibat penegakan hukum terhadap 

pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami 

kerugian materi dan/atau terkena cidera fisik; 

b) belum terdapat peraturan perundang - undangan 

sebagai dasar cara penaksiran dan menghitung 

kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru 

taksir; 

c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar 

belum dapat dilaksanakan secara optimal 

dikarenakan perhitungan perencanaan dan 

penganggaran untuk penerima layanan dan mutu 

layanan belum terdapat cara perhitungannya; 

d) Prioritas program kegiatan yang telah disusun tidak 

terealisasi sesuai pengajuan dikarenakan satu dan 

lain hal; 

e) Belum terdapat standar pelayanan yang terkena 

dampak gangguan trantibum akibat penegakan 

hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada; dan 

f) Aturan terkait pelayanan ganti rugi bagi warga negara 

yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat 

penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan 

Perkada serta mengalami kerugian materi dan/ atau 

terkena cidera fisik belum disosialisasikan kepada 



warga masyarakat, karena saat berkoordinasi dengan 

pihak terkait ditakutkan akan banyak warga 

masyarakat yang melapor padahal tidak sesuai 

dengan kualifikasi dan nantinya akan menimbulkan 

permasalahan lain. 

B. Perlindungan Masyarakat 

a) Belum pahamnya bidang pengampu dalam 

melaksanakan pendataan dan pethitungan penerima 

layanan Sub Urusan Bencana dan Damkar (kesulitan 

data kependudukan); 

b) Masih terbatasnya jumlah personil dan kompetensi 

Sumber Daya Manusia; 

c) Masih minimnya alokasi anggaran untuk SPM Sub 

Urusan Bencana dan Damkar dan adanya refocusing; 

d) Jangkauan wilayah yang luas belum sebanding 

dengan jumlah personil dan sarpras; dan 

e) Seringnya terjadi rotasi mutasi serta promosi pada 

SKPD pengampu SPM. 

2.2.6 Bidang Sosial 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan 

dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang 

telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam pencapaian SPM diantaranya : 

a. Lemahnya pendataan, assessment dan perhitungan 

kebutuhan penerima layanan SPM sehingga layanan 

rehabilitasi sosial belum bisa dilaksanakan secara 

menyeluruh; 

b. Tidak adanya anggaran khusus untuk pendataan 

penerima layanan SPM karena data diperlukan agar 

penerima layanan SPM tepat sasaran; dan 

c. Luasnya daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi 

tantangan dan kendala dalam penerapan SPM, sehingga 

koordinasi pun sulit dilakukan terkendala kondisi 

geografis. 



BABIII 

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah 

menyusun Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal serta melaksanakan sosialisasi kepada seluruh 

perangkat pelaksana urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

SPM. 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2021 ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang 

mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

yang mengamanatkan untuk pendataan dan pelaporan SPM dengan 

format yang telah ditentukan maka telah dilaksanakan sosialisasi 

kepada Perangkat Daerah terkait. 

Untuk mencapai pemenuhan SPM, Rencana Aksi Daerah SPM 

disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran 

strategis, indikator kineIja serta kebutuhan anggaran indikatif 

program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan arah 

kebijakan dan strategi pelaksanaan program kegiatan dimaksud. 

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi 

3.1.1 SPM Bidang Pendidikan 

Strategi dan kebijakan pencapalan SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang pendidikan adalah sebagai berikut : 
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Strategi ill 
~ 
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Meningkatnya 
kualitas layanan 
publik dan 
akuntabilitas 
kinerja PD 

Meningkatnya 
Partlsipasi dan 
Mutu 
Pendidikan 
Anak Usia Dini, 
Pendidikan 
Dasar dan 
Pendidikan 
Masyarakat 

Tabe13.1 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Pendidikan 

. IM"~. 
',," 

." 1~'1?o$ Kebijakan PrQgral'l) Kegiatan 

';:;" .. ~ :if '.~ ," III 

"!\<~, 2 ,. 3 4 '", Ilf "' ~~~,J.l~ 
1. Peningkatan Pengelolaan Pengelolaan Bimbingan Teknis, Pelatihan, 
kualifikasi dan Pendidikan Pendidikan Anak 

1 
dan/atau Magang/PKL untuk 

kompetensi bagi Usia Dini (PAUD) Peningkatan Kapasitas Bidang 
pendidik dan tenaga Pendidikan 
kependidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 

2 dan Evaluasi Layanan di Bidang 
2. Memberikan Pendidikan 
bantuan layanan akses 

3 
Pembangunan Unit Sekolah Baru 

pendidikan bagi anak (USB) 
usia sekoiah yang 

4 
Pembinaan Keiembagaan dan 

membutuhkan Manajemen PAUD 

1. Membangun sarana 
5 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 
dan prasarana Siswa PAUD 
pendidikan yang Pengadaan Perlengkapan Peserta 
dibutuhkan oieh 6 

Didik 
pendidikan jenjang 

7 
Penyediaan Biaya Personil Peserta 

PAUD, SO, SMP dan Didik PAUD 
Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat 
Kesetaraan/ 8 Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 
Masyarakat; PAUD 

9 
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

2. Memberikan Bidang Pendidikan 
bantuan layanan akses Pengelolaan Bimbingan Teknis, Pelatihan, 
pendidikan bagi anak Pendidikan Sekolah dan/atau Magang/PKL untuk 
usia sekolah yang Dasar 

1 
Peningkatan Kapasitas Bidang 

membutuhkan; Pendidikan 
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 

3. Perbaikan terhadap 2 dan Evaluasi Layanan di Bidang 
kondisi bangunan Pendidikan 
satuan pendidikan 

3 Pembangunan Ruang Kelas Baru 
yang rusak sedang 

Pembangunan Unit Sekolah Baru dan rusak berat 4 
(USB) 

Pembinaan Penggunaan Teknologi, 
5 Informasi dan Komunikasi (TIK) 

untuk Pendidikan 

6 
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 
Siswa 

7 
Pengadaan Perlengkapan Peserta 
Didik 

Pengembangan Karir Pendidik dan 
8 Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar 

9 
Penyediaan Biaya Personil Peserta 
Didik Sekolah Dasar 

10 
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 
Kelas Sekolah 

11 
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 
Bidang Pendidikan 

Pengelolaan Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

Pendidikan Sekolah 
1 

dan/atau Magang/PKL untuk 
Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Bidang 

Pendidikan 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 
2 dan Evaluasi Layanan di Bidang 

Pendidikan 

3 Pembangunan Ruang Kelas Baru 
Pembinaan Penggunaan Teknologi, 

4 Informasi dan Komunikasi (TIK) 
untuk Pendidikan 

5 
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 
Siswa 

6 
Pengadaan Perlengkapan Peserta 
Didik 

Satuan 

6 

Orang 

Dokumen 

Unit 

Satuan 
Pendidikan 

Paket 

Paket 

Peserta 
Didik 

Ruang 

Kegiatan 

Orang 

Dokumen 

Ruang 

Unit 

Orang 

Paket 

Paket 

Orang 

Peserta 
Didik 

Ruang 

Kegiatan 

Orang 

Dokumen 

Ruang 

Orang 

Paket 

Paket 



Pengembangan Karir Pendidik dan 

7 
Tenaga Kependidikan pada Sat uan 

Orang 
Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama 

8 
Penyediaan Biaya Personil Peserta Peserta 
Oidik Sekolah Menengah Pertama Oidik 

9 
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Ruang 
Kelas Sekolah 

10 
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

Kegiatan 
Bidang Pendidikan 

Pengelolaan 
1 

Pembangunan Unit Sekolah Baru 
Unit 

Pendidikan (USB) 
Nonformal/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Peserta 
Kesetaraan 2 

Didik Nonformal/Kesetaraan Didik 

Meningkatnya Peningkatan kualifikasi Pendidik dan Pemerataan Penataan Pendistribusian Pendidik 
kualitas layanan dan kompetensi bagi Tenaga Kuantitas dan dan Tenaga Kependidikan bagi 
publik dan pendidik dan tenaga Kependidikan Kualitas Pendidik 1 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, l aporan 
akuntabilitas kependid ikan dan Tenaga dan Pendidikan 
kinerja PO Kependidikan bagi Nonformal/Kesetaraan 

Satuan Pendidikan 
Perhitungan dan Pemetaan 

Oasar, PAUD, dan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan 2 Satuan Pendid ikan Dasar, PAUD, Dokumen 
Nonformal/ dan Pendidikan 
Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan 

3.1.2 SPM Bidang Kesehatan 

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 

Peningkatan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 

Tabe13.2 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Kesehatan 

Kegiatan 

4 

Meningkatkan Program Pelayanan Kesehatan 
1 

Pelayanan Kesehatan 
kualitas Pemenuhan Ibu Hamil Ibu Hamil 
layanan Upaya Pelayanan Kesehatan 

2 
Pelayanan Kesehatan 

kesehatan Kesehatan Ibu Bersalin Ibu Bersalin 
sesuai standar Perorangan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 

dan Upaya Baru Lah ir 
3 

Baru Lahir 
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Masyaraka Balita 

4 
Balita 

Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Pendidikan 5 Pada Usia Pendidikan 
Dasar Dasar 

Pelayanan Kesehatan 
6 

Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Produktif Pada Usia Produktif 

Pelayanan 
7 

Pelayanan 
Pada Usia Pada Usia 

Pelayanan Kesehatan 
8 

Pelayanan Kesehatan 
Penderita H rtensi Penderita 
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes 9 Penderita Diabetes 
Melitus Melitus 
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan 

10 
Orang Dengan 

Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa (ODGJ) 
Berat Berat 

Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Orang Terduga 11 Orang Terduga 
Tuberkulosis Tuberkulosis 

6 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 



Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan Risiko Orang Dengan Risiko 
Terinfeksi Virus Yang Terinfeksi Virus Yang 
Melemahkan Daya 

12 
Melemahkan Daya 

Orang 
Tahan Tubuh Manusia Tahan Tubuh Manusia 
(Human (Human 
Immunodeficiency Immunodeficiency 
Virus) Virus) 

3.1.3 SPM Bidang Pekerjaaan Umum 

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut: 

Tabe13.3 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Pekerjaan Umum 

Program Kegiatan Satuan 

2 3 4 6 

Meningkatkan Peningkatan PROGRAM Pengelolaan Pembangunan Sistem 
Pengembangan Akses PENGELOLAAN dan 

1 
Penyediaan Air 

Jiwa 
Air Minum Masyarakat DAN Pengembangan Minum (SPAM) 
Perpipaan dan Terhadap PENGEMBANGAN Sistem Jaringan Perpipaan 
Non Perpipaan Ketersediaan SISTEM Penyediaan Air Peningkatan Sistem 

Air Minum PENYEDIAAN AIR Minum (SPAM) 
2 

Penyediaan Air 
Jiwa 

Yang Layak MINUM di Daerah Minum (SPAM) 
Kabupaten/ Jaringan Perpipaan 
Kota Perluasan Sistem 

Penyediaan Air 

3 Minum (SPAM) Jiwa 
Jaringan Perpipaan di 
Kawasan Perdesaan 

Meningkatkan Peningkatan PROGRAM Pengelolaan Pembangunan 
Akses Prasarana Air PENGELOLAAN dan 1 Instalasi Pengolahan M 3/Hari 
Pengolahan Air Limbah DAN Pengembangan Lumpur Tinja (IPLT) 
Limbah Domestik Pada PENGEMBANGAN Sistem Air Pembangunan Sistem 
Domestik Kawasan Yang SISTEM AIR Limbah Pengelolaan Air 

Rumah 
Memiliki Area LlMBAH Domestik dalam 2 Limbah Domestik 
Berisiko Daerah (SPALD) Terpusat 

Tangga 

Sanitasi Kabupaten/ Skala Permukiman 
Kota Penyediaan Sub 

3 
Sistem Pengolahan Rumah 
Air Limbah Domestik Tangga 
(SPALD) Setempat 

3.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat 

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang perumahan rakyat adalah se bagai 

berikut: 



Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 
Orang Dengan Risiko Orang Dengan Risiko 
Terinfeksi Virus Yang Terinfeksi Virus Yang 
Melemahkan Daya 

12 
Melemahkan Daya 

Persen 
Tahan Tubuh Manusia Tahan Tubuh Manusia 
(Human (Human 

Immunodeficiency Immunodeficiency 

Virus) Virus) 

3.1.3 SPM Bidang Pekerjaaan Umum 

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut: 

Tabe13.3 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Pekerjaan Umum 

Program Kegiatan Satuan 

3 4 6 

Meningkatkan Peningkatan PROGRAM Pengelolaan Pembangunan Sistem 
Pengembangan Akses PENGELOLAAN dan 

1 
Penyediaan Air 

Jiwa Air Minum Masyarakat DAN Pengembangan Minum (SPAM) 
Perpipaan dan Terhadap PENGEMBANGAN Sistem Jaringan Perpipaan 
Non Perpipaan Ketersediaan SISTEM Penyediaan Air Peningkatan Sistem 

Air Minum PENYEDIAAN AIR Minum (SPAM) Penyediaan Air 
Yang Layak MINUM di Daerah 

2 
Minum (SPAM) 

Jiwa 

Kabupaten/ Jaringan Perpipaan 
Kota Perluasan Sistem 

Penyediaan Air 
3 M inum (SPAM) Jiwa 

Jaringan Perpipaan di 
Kawasan Perdesaan 

Meningkatkan Peningkatan PROGRAM Pengelolaan Pembangunan 
Akses Prasarana Air PENGELOLAAN dan 1 Instalasi Pengolahan M 3/Hari 
Pengolahan Air Limbah DAN Pengembangan Lumpur Tinja (IPLT) 
Limbah Domestik Pada PENGEMBANGAN Sistem Air Pembangunan Sistem 
Domestik Kawasan Yang SISTEM AIR Limbah Pengelolaan Air 

Rumah Memiliki Area UMBAH Domestik dalam 2 Limbah Domestik 
Berisiko Daerah (SPALD) Terpusat 

Tangga 

Sanitasi Kabupaten/ Skala Permukiman 
Kota Penyediaan Sub 

3 
Sistem Pengolahan Rumah 
Air Limbah Domestik Tangga 
(SPALD) Set empat 

3 .1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat 

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang perumahan rakyat adalah se bagai 

berikut: 



Strategi 

1 

Peningkatan 
Hunian 
Yang Layak 
Huni 
Beserta PSU 
Yang Aman 
dan Sehat 

Tabe13.4 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Perumahan Rakyat 

Kebijakan Program Kegiatan Sub Kegiatan 

2 3 4 5 
~ 

Peningkatan PROGRAM Pembangunan dan 
Rehabilitasi 

Kualitas PENGEMBA Rehabilitasi Rumah Korban 
1 Rumah bagi 

Rumah Bagi NGAN Bencana atau Relokasi 
Korban Bencana 

Masyarakat PERU MAHAN Program Kabupaten/Kota 
Berpenghasilan Pendataan Penyediaan dan Pendataan 
Rendah (MBR) Rehabil itasi Rumah Karban 

1 
Tingkat 

Bencana atau Relakasi Kerusakan Rumah 

Program Kabupaten/Kata Akibat Bencana 

Pengumpulan 
Data Rumah 

2 
Karban Bencana 
Kejadian 
Sebelumnya yang 
Belum Tertangani 

Satuan 

6 

Unit 
Rumah 

Data 

Data 

3.1.5 SPM Bidang Ketent raman, Ketertiban Umum dan 

Strategl 

1 

Meningkatkan 
upaya preemtif, 
preventif dan 
represif dalam 
peningkatan 
ketenteraman 
dan ketertiban 
umum serta 
perlindungan 
masyarakat 

Perlindungan Masyarakat 

Strategi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang trantibumlinmas adalah sebagai berikut: 

Tabe13.5 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Trantibumlinmas 

Kebljakan Program Keglatan Sub Kegiatan 

2 3 4 S 

1. Peningkatan Program Penanganan Pencegahan gangguan 
pengetahuan dan Peningkatan gangguan ketenteraman dan 
kemampuan PPNS dan Ketenteraman ketenteraman ketertiban umum melalui 
Anggota Satpol PP dan Ketertiban dan ketertiban 

1 
deteksi dini dan cegah dini, 

terhodap Perdo don Umum umum dalam 1 pembinaan dan 
Perkada serta (satu) daerah penyuluhan, pelaksanaan 
penegokonnya; kabupaten / kota patroli, pengamanan, dan 

pengawalan 
2. Peningkatan kesadaran Penindakan atas gangguan 
dan partisipasi masyarakat ketenteraman dan 
da lam penyelenggaraan ketertiban umum 
peningkatan ketenteraman 

2 
berdasarkan Perda dan 

dan ketertiban umum Perkada melalui 
serta perlindungan penertiban dan 
masyarakat; penanganan unjuk rasa 

dan kerusuhan massa 
3. Patroli dan pengamanan Koordinasi 
secara intensif di wilayah penyelenggaraan 
Kabupaten Tasikmalaya 

3 
ketentraman dan 

terutama daerah rawan ketertiban umum serta 
gangguan trantibum; perlindungan masyarakat 

tingkat kabupaten / kota 

Pemberdayaan 

4 
perlindungan masyarakat 
dalam rangka ketentraman 
dan ketertiban umum 

Satuan 

6 

Kasus 

Kasus 

Dokumen 

Dokumen 



4. Peningkatan koordinasi Peningkatan kapasitas SDM 

dan kerjasama antar Satuan Polisi Pamongpraja 

lembaga dan kemitraan dan Satuan Perlindungan 

dalam penyelenggaraan 5 Masyarakat termasuk Orang 
peningkatan ketenteram dalam pelaksanaan tugas 
dan ketertiban umum yang bernuansa hak asasi 

serta perlindungan manusia 

masyarakat; Kerjasama antar lembaga 
dan kemitraan dalam 

5. Peningkatan 
6 

teknik pencegahan dan 
Dokumen 

pemberdayaan penanganan gangguan 
perlindungan masyarakat ketentraman dan 
dalam rangka ketertiban umum 
penyelenggaraaan Pengadaan dan 
peningkatan ketenteraman 

7 
pemeliharaan sarana dan 

Unit 
dan ketertiban umum; prasarana ketentraman 

dan ketertiban umum 
6. Peningkatan Penyusunan SOP 
penanganan (penyelidikan 8 ketertiban umum dan Dokumen 
dan penyidikan) dan ketenteraman masyarakat 
penyelesaian gangguan Penyediaan layanan dalam 
trantibum, pelanggaran 9 rangka dampak penegakan laporan 
Perda dan Perkada. Perda dan Perkada 

Penegakan Sosialisasi penegakan 
Peraturan Daerah 

1 
Peraturan Daerah dan 

Laporan 
kabupaten / kota Peraturan Bupati / wali 
dan Peraturan kota 
Bupati / Wali Kota Pengawasan atas 

kepatuhan terhadap 
2 pelaksanaan Peraturan Laporan 

Daerah dan Peraturan 
Bupati / wali kota 
Penanganan atas 

3 
pelanggaran Peraturan 

Laporan 
Daerah dan Peraturan 
Bupati / wali kota 

Mengembangkan 1. Peningkatan Pembinaan Pengembangan kapasitas 
kompetensi pengetahuan, kemampuan Penyidik Pegawai dan karier PPNS 
aparatur dan keterampilan Anggota Negeri Sip il 

Satpol PP dan Satlinmas; (PPNS) kabupaten 1 Laporan 
/ kota 

2. Pengembangan 
kapasitas dan karier PPNS 

Peningkatan tata Meningkatkan Program Pelayanan 
1 

Penyusunan Kajian Risiko 
Dokumen kelola lingkungan ketangguhan daerah Penanggulangan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

hidup dan terhadap bencana Bencana Bencana Sosiallsasi, Komunikasi, 
ketahanan Kabupaten/Kota Informasi dan Edukasi (KIE) 
bencana 2 Rawan Bencana Orang 

Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Ancaman Bencana) 

Pelayanan 
1 

Penyusunan Rencana 
Dokumen 

Pencegahan dan Kontijensi 
Kesiapsiagaan 

2 
Gladi Kesiapsiagaan 

Orang 
Terhadap Terhadap Bencana 
Bencana Penyusunan Rencana 

3 Penanggulangan Dokunien 
Kedaruratan Bencana 
Penyediaan Peralatan 

4 
Perlindungan dan 

Unit 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana kabupaten/kota 

Pelatihan Pencegahan dan 
5 Mitigasi Bencana Kawasan 

Kabupaten/Kota 
Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana 

6 Prasarana Kesiapsiagaan Laporan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Pelayanan Respon Cepat Kejadian 
Penyelamatan 1 Luar Biasa Penyakit/ Wabah Laporan 
dan Evakuasi Zoonosis Pr ioritas 
Karban Bencana Respon Cepat Darurat 

Dokumen 2 
Bencana Kabupaten/Kota 



Pencarian, Pertolongan 
3 dan Evakuasi Korban Orang 

Bencana Kabupaten/Kota 
Penyediaan Logistik 

4 
Penyelamatan dan 

Orang 
Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

Aktivasi Sistem Komando 
5 Penanganan Darurat Laporan 

Bencana 

Program Pencegahan, Pencegahan Kebakaran 
Pencegahan, Pengendalian, 1 dalam Daerah Dokumen 
Penanggulangan, Pemadaman, Kabupaten/Kota 
Penyelamatan Penyelematan, Pemadaman dan 
Kebakaran dan dan Penanganan 

2 
Pengendalian Kebakaran 

Penyelamatan Bahan Berbahaya dalam Daerah 
Laporan 

Non Kebakaran dan Beracun Kabupaten/Kota 
Kebakaran dalam Penyelamatan dan 
Daerah 3 Evakuasi Korban Kebakaran Dokumen 
Kabupaten/ Kota dan Non Kebakaran 

Penanganan Bahan 

4 
Berbahaya dan Beracun 

Dokumen 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 
Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Pencegahan, 

5 Penanggulangan Dokumen 
Kebakaran dan Alat 
Pelindung Diri 

6 
Pembinaan Aparatur 

Orang 
Pemadam Kebakaran 

Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat 
Masyarakat dalam dalam Pencegahan dan 
Pencegahan 

1 
Penanggulangan 

Orang 
Kebakaran Kebakaran melalui 

Sosialisasl dan Edukasi 
Masyarakat 

Pembentukan dan 
Desa/Kel 

2 Pembinaan Relawan 
Pemadam Kebakaran 

urahan 

Dukungan Pemberdayaan 
Masyarakat/Relawan 

3 Pemadam Kebakaran Dokumen 
melalui Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Operasi 
Operasi Pencarian Pencarian dan Pertolongan 
dan Pertolongan 

1 
pada Peristiwa yang 

Laporan 
terhadap Kondisi Menimpa, Membahayakan, 
Membahayakan dan/atau Mengancam 
Manusia Keselamatan Manusla 

Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Pencarian dan 

2 
Pertolongan terhadap 

Dokumen 
Kondisi Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencarian dan 

3 
Pertolongan terhadap 

Unit 
Kondisi Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Pembinaan Aparatur 
Pencarian dan Pertolongan 

4 
terhadap Kondisi 

Laporan 
Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan 
dan Evakuasi 



3.1.6 SPM Bidang Sosial 

Stra tegi dan kebijakan pencapaian SPM Kabupaten 

Tasikmalaya bidang so sial adalah sebagai berikut : 

Strategi 

1 

Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
sesuai 
standar 
pelayanan 

Tabe13.6 
Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 

pada Bidang Sosial 

Kebijakan Program Kegiatan Sub Kegiatan 

2 3 4 I!!< 
II! 5 

Penguatan PROGRAM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyediaan 
Pengelolaan REHABILITASI Penyandang Disa bilitas 

1 
Permakanan 

Akuntabilitas SOSIAL Terlantar, Anak Terlantar, Penyed iaan 
Kinerja Lanjut Usia Terlantar, serta 2 

Sandang 
Gelandangan Pengemis di Penyediaan Alat 
Luar Panti Sosial 3 

Bantu 
Rehabil itasi Sosial Pemberian 
Penyandang Masa lah 

1 
Layanan Data 

Kesejahteraan Sosia l da n 
(PMKS) Lainnya Bukan Pengaduan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian 
di Luar 2 Layanan 
Panti Sosia l Kedaruratan 

3 
Pemberian 
Layanan Rujukan 

PROGRAM Perlindungan Sosial Korban Penyediaan 
PENANGANAN Bencana Alam dan Sosia l 1 Makanan 
BENCANA Kabupaten/Kota 

Satuan 

6 

Ora ng 

Ora ng 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 



3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM 

3.2.1 Bidang Pendidikan 

Tabel3.7 
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 

Pencspalan BPM (2023) PencapaIaD BPM (2024) 
I 

Indlkator KlnerJa / JeDia Tahuu Bnmber Inst .... 1 lDialasl Bnmber lustBDal 
(fO 

Layauan BPM Dasar 
Inlslasl PendanRaD PeJabaDa PendRDaaD PeJabaDa 

Penerima Mutu - Peuerlma Muta 
LaYRDRD Reallsaal Layanan Reallsaal ADggaran Layanan Reallsasl LayauRD 

Rea1lsul ADggaran 
Dasar Dasar 

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Pendldlkan ADak Usia 
DIni (Jumlah warga 

1 negara uola ~-6 tab un 2022 
yang berpartlolpasl dalam 
peudldlkan PAUDI 

II Angka partisipasi sekolah 2022 78,93 78,93 100 78,93 100,00 100 

Pcningkatau pl"Oporsi 

2) 
jumlab satuan PAUO yang 

2022 56,36 56,36 100 56,36 56,42 100 mendapatkan minimal 
akTcd itsst B 

3) 
PClt"Umbuhao pencl idik 2022 55,30 55,30 100 55,30 78,24 100 
PAUO di S I/ OIV Dinas 

Dinas Dinas 
Rasio pengawas sckolah Rp 

Pendidikan 
Pendklikan Pellclidikan 4) 

uoluk PAUO 
2022 6,50 6,50 100 6 ,50 dan 6,50 100 

83.334. OAK,OAU, dan dan 

Kecukupan rormasi gw"tl 322.000, Kebudayaan 
Banprop Keb udayaan Kebudayaan 

5) 2022 N/A N/ A 100 N/ A 00 
Kab. 

Kab. 100 Kab. ASN Tasilanalaya 
Tasikmalaya Tasikmalaya 

6) I.ncleks distdbusi g llJ"lI 2022 N/A N/ A 100 N/ A 0 ,94 100 

7) Pmporsi PTK bCI"""l"tiftkat 2022 53,30 53,30 100 53,30 53,30 100 

8) Proporsi 17fl( penggc rak 2022 7 ,24 7,24 100 7,24 7,25 100 

9) 
Penga.k'\lUrul pclaWlWl 

2022 0,03 0,03 100 0,03 0 , 16 100 
guru 

_.- ._- ----- - ---- - - ---- - - ------ ----- - - -- - ---- --- - ------- _ L ________________ - - - -------- _. 



PeodldlkaD Daaar 
(Jumlah warga oegara 

2 o ala 7 -15 tabuo YIUIfI 2022 
berpartls lpaal daJam 
peodldlkao daaarl 

Sckolall Oasar (SO) 

1) Angl<a pru1.isipasi kasar 2022 99,6 1 99,61 100 99,6 1 101,97 100 

2) Angka pru1isipasi sekolah 2022 99,97 99,97 100 99,97 100,00 100 

3) Angka partisipasi nnuui 2022 95,55 95,55 100 95,55 100,00 100 

4) KemalOpu81l literasi 2022 54,27 54,27 100 54,27 73,54 100 

5) Kemam puan nluuerasi 2022 54,1.1 54,11 100 54, ll 64,11 100 

6) Perbcdaau Skor IAtemsi 20 22 2,47 2,47 100 2 ,47 2,50 100 
I 

7) Pcrl)edaau Skor numerasi 2022 1,31 1,3 1 100 1,31 1,50 100 

8) Indeks iklim keama nBn 2022 71,38 71,38 100 71,38 72,38 100 

9) 
lndeks iklim keb illekaAll 2022 62,89 62,89 100 62,89 66,39 100 
dan inkusivitas 

10) 
Kec ukupan formasi guru 2022 13,00 13 ,00 100 13,00 14,00 100 
ASN Oinas Dinas Dinas 

Rp Pendidikan Pendidikan Pcndidikan 
11) Indeks d.istribusi gunl 2022 0,36 0,36 100 0,36 341.812. dan OAK, DAU, dan 0,48 100 dan 

890.000, Kcbudayaan Banprop Kebudayaan Kebudayaan 
12) Propors i Pl'K bcrsertiflkat 2022 87,20 87,20 10 0 87,20 00 Kab. Kab . 87,20 100 Kab . 

Tasikmalaya Tasikmalaya Tasilanalaya 
13) Proporsi l'fK penggcrak 2022 0,01 0,01 100 0,01 0,04 100 

14) 
Pe llgalaman pelatihun 2022 51,.10 
gunl 

51,10 100 51,10 51,10 100 

Sckolab MCllc llgah PeJ1ama (SMP) 

I) Allgka partisir)8si kasar 20 22 100,86 100,86 100 100,86 100,86 100 

2) Angka partisipasi sekolah 2022 97,02 97,02 100 97,02 100,00 100 

3) Augka pal'1.isipasi lnurn i 2022 86,89 86,89 100 86,89 100,00 100 

4) Ke mampuan literasi 20 22 60,87 60 ,87 100 60,87 66,78 100 

5) Kemampuan llllme rasi 20 22 53,11 53, 11 100 53,11 41,61 100 

6) Pcrbcdnan skoT' Iitcr8s i 2022 6,35 6,35 100 6,35 7,35 100 

7) Pcrbcda3Jl s kor nume rasi 2022 1,68 1,68 100 1,68 2,68 100 

8) Illdc ks iklim k e aID8.llaJl 2022 66,0 2 66,02 100 66,02 72,70 100 
,- L __ .. __ _ _ _ _ -----



9) 
Indeks iklim kcbinekaan 

2022 59,5 1 59,51 100 59,51 64,81 100 dan inkusivitas 

10) 
Kecukupan fonnas i guru 

2022 7 ,50 7,50 100 7,50 8,50 100 ASN 

U) Indeks distribusi g-lrru 2022 0 ,32 0,32 100 0 ,32 0,48 100 

12) Proporsi prK berscrti6kat 2022 87,20 87,20 100 87,20 87,20 100 

13) P1'Oporsi prK penggerak 2022 0 ,08 0,08 100 0 ,08 0,16 100 

I 14) 
Peogalaman pelatibaJl 

2022 38,30 38,30 100 38 ,30 38,30 100 guru 

Pendldlkan Keaetaraan 
I 

(Jumlah warga negara 
uala 7-18 tabun yaug 

3 
belnm menyelesaikan 

2022 pendldikan dasar dan 
atau menengah yaug 
berpartJpasl dalam 
pendldlkan kesetaraanl 

1) Augka pw1:isipasi kasar 2022 N/ A N/ A 100 N/ A 100 

2) Angka p8J1:isipasi sekolab 2022 N/A N/A 100 N/A 100,00 100 

3) Angka partisipasi mW'llj 2022 N/A N/A 100 N/A 100 

4) KemampuaD litemsi 2022 72.82 72,82 100 72,82 66,67 100 

5) Kcmampuan u umerasi 2022 68,80 60,80 100 68,80 64,67 100 

6) Perbedaan skor li lcrasi 2022 3,53 3,53 100 3,53 4,53 100 

Dinas 
Dinas Dinas 

7) PerlJedaan skot' Dumerasi 2022 10,29 10,29 100 10,29 Pendidikan 11,29 100 Pendidikan 
Rp 11.427. Pcndidikan dan 

DAK, GAU, dan dan 
8) Indeks ikJim keamanan 2022 70,48 70,48 100 70,48 900.000, Kebudayaan 

Banpl"op Kebudayaan 79,05 100 Kebudayaan 
00 Kab. 

Tasikmalaya Kab. Kab. 
lncleks ikJiw kebinckaaJl Tasikmalaya Tasikmalaya 9) 
dan iukusivitas 

2022 59,23 59,23 100 59,23 59,65 100 

10) 
l<ecukupal1 formasi glU1J 

2022 N/A N/A 100 N/A 100 ASN 

U) Indeks dlsldbusi guru 2022 N/A N/A 100 N/A 100 

12) Proporsi PrK bcrscrtifi.ka t 2022 N/A N/A 100 N/ A 100 

J3) Proporsi l' I'K pe ngge r"k 2022 N/A N/A 100 N/A 100 

14) 
PeogaJamao pelatillan 2022 N/A N/A 100 N/A 100 

L-___ 
guru 

----------- - - - ---------- -



PencapaiBll SPM (202S1 PeneapaiBll SPM (20261 

NO 
ludikator Kinerja I Inlalaal 811mber lustaDsI IDislaaI Swnber l_tBDSI 
Jenls Layanan SPM PendBllBBll Pelalraana Pendansan Pelalraana 

Penerlma Mutu 
Penerlma Mutu 

Layanan ReaUsaal 
Layanan 

ReaUaaaI ADgaran Layanan Reallsaal 
Layanan 

ReaU .... 1 ADgaran 
Daaar Dasar 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 9 30 31 32 33 34 35 

Peudldlkau Anak Usia 
Dlul (Jumlah warga 

1 neg&ra usia 5 ·6 tabun 
yaug berpartlslpasl 
dalam pendldlkan PAUDI 

1) Angka pru1:isipasi sekolah 100,00 100 100,00 100 

Pcn.ingkatan pl'Opol'si 

2) 
jumlah saluan PAUD 56,42 100 56,42 100 
yang mendapatkan 
minimal akred itas i B 

3) 
Pcrtumbuhan pcndidik 78,24 100 78,24 100 
PAUD di Sl/ OIV 

Dinas Dinas 
Rasia peJlgawas sekolah 

4) 7,50 10 0 Pendidikan 8,50 100 Pendidikan 
untukPAUO dan dan 

5) 
Kecukupan fonnas i gulU 100 

Kebudayaan Kebudayaan 

ASN Kab. 100 Kab. 
TasikmaJaya Tasikmalaya 

6) Indcks d islribusi gum 0 ,94 100 0,94 100 

7) Propors.i PTJ( oersertifika t 53,30 100 53,30 100 

8) Proporsi PTJ( pcngge rak 7,25 100 7 ,25 100 

9) 
PengaJrunaJl pclatibaJl 0,16 100 0 ,16 100 
guru 

Pendldlkau Dasar 
(Jumlah warga negua 

2 usia 7 · 15 tabun yang 
berpartlslpaal daiam 
pendldlkan daaarl 

SCkOlall Oasar (SO) 
Dinas Dinas 

Pendidikan Pendidikan 

I) Angka partisipasi kasar 101,97 10 0 dan 101,97 100 
dan 

Kebudayaan Kebudayaan 

Angka partis ip~l si sckoJah 
Kab. Kab. 

2) 100,00 100 Tasikmalaya 100 ,00 100 Tasikmalaya 

3) Allgka pru1.isipasi mW111 100,00 100 100,00 100 
-- - -------



4) Kemampuan literasi 73,54 100 73,54 100 

5) Kemampuan numerasi 64,11 100 64,11 100 

6) PeIbedaan Skor Literasi 3,50 100 4,50 100 

7) Perbedaan Skor numerasi 2,50 100 2,50 100 

8) In'ieks iklim keamanan 72,38 100 72,38 100 

9) 
lndeks iklim kebinekaan -66,39 100 66,39 100 
dan inkusivitas 

10) 
Kecukupan formasi guru 

15,00 100 15,00 100 
ASN 

11) lndeks distribusi grrru 0,48 100 0,48 100 

12) Proporsi PrK bersertifikat 87,20 100 8 7 ,20 100 

13) Proporsi PrK penggerak 0 ,04 100 0 ,04 100 

14) 
Pengalaman pelatihan 5 1, 10 100 5 1,10 100 
grrru 

Sekolah Menengah PertaIna 
(SMI') 

1) Angka partis ipnsi kasar 100,86 100 100,86 100 

2) Angka partisipnsi sekolah 100,00 100 100,00 100 

3) Angka partisipasi mwni 100,00 100 100,00 100 

4) Kemampuan literasi 66,78 100 66,78 100 

5) Kcmampuan nwnemsi 4 1,61 100 41,6 1 100 

6) Perbedaan skor litemsi 8 ,35 100 9,35 100 

7) Perbedaan s kot" numerasi 3,68 100 4 ,68 100 

8) IDdeks iklim keamanan 72,70 100 72,70 100 

9) 
IDdeks iklim kebinekaan 

64,81 100 64,81 100 
dan inkusivi tas 

10) 
Kecukupan formasi guru 9,50 100 10,50 100 
ASN 

11) lndeks distribusi guru 0,48 100 0,48 100 

12) Proporsi PrJ( berse.tifikat 87,20 100 87,20 100 

13) Propors i P1'K penggerak 0 ,16 100 0, 16 100 

14) 
Pengalaman pelatiban 38,30 100 38,30 100 
guru 

_.- -- ---------



-
PeudiclikaD Kesetaralll1 
(Jumlah warga Degara 
us ia 7-18 tahDD YIllli 

3 beium menyelesalkau 
pendlclikaD dasar dan 
atau menengah YIllli 
berpartlpasl daJam 
pendidlkan kesetaraaul 

1) Allgka partisipasi kasar 100 100 

2) Angka pru1:isipasi sckola h 100,00 100 100,00 100 

3) Angka pru·tisipasi muru.i 100 100 

4) l<emampuan literasi 66,67 100 66,67 100 

5) KClllampuan oumcmsi 64,67 100 64,67 100 

6) Perbedaan skor literasi 5,53 100 6 ,53 100 

Dinas Dinas 
7) Perbcdaau skor numerasi 12,29 100 Pendidikan 13,29 100 Pendidikan 

dan dan 
8) Indcks iklim keamanan 79,05 100 Kebudayaan 79,05 100 Kebudayaan 

Kab. Kab. 

9) 
Indeks iklim kebinekaan 

59,65 100 Tasikmalaya 59,65 100 Tasikmalaya 
dan inkusivitas 

10) 
Kccukupan fonnasi guru 100 100 ASN 

11) Indeks distribusi guru 100 100 

12) Pl.'opol'si PTK bersertifikat 100 100 

13) Proporsi PTK penggerak 100 100 

14) 
PcngaJaman peiatiban 
gunt 

100 100 
-- -_. - --- -



3.2.2 Bidang Kesehatan 

Tabel3.8 
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 

PeaeapalaD SPM (2023) Peaeapaian SPM (2024) 

NO 
ladlkator Klnerja I Jeals Tabun 

lalal .. 1 
S_her lustaas l 

lalsl .. 1 
Swaher lustaaal 

Layaaaa SPM Dasar Peadaaaaa Pe1abaaa PeadllJUUUl Pe1abaaa 
Penerima Mutu Peaerlma 

Mutu Layaaan Reall ... 1 
Layaaan ReaII ... 1 Angaran Layanaa ReaII ... 1 

LayaaBa Reallaasl Angaraa 
Dasar Dasar 

:;~;~l~;~C~~~)j·' ~i?~'; ~ I' j, 
.' .' 1- . ,~ 

1 4 5 , 6 7 8 ." 9 10 11 12 13 14 15 '" 16 17 18 '. 19 ,." . . .' " 

Pelayaaaa Kesehatan Ibu 
Rp Kemenkes, DAK& Dlnkes KBb 

Rp KemeDkes, DAK& DiDkes Kab 
1 2022 31-989 24.228 100% 75,74% 789,000, 32,789 100% 867.900. HamU 000,00 Dlnkes Prov DAU Taslkmalaya 000,00 

Dlnke. Prov DAU Tulkmalaya 

1) Vaksin Tetanus Difteri (Td) 2022 31989 23892 100% 74,69% 32.789 100% 

2) Tablet tambab darah 2022 3 1989 23892 100% 74,69% 32,789 100% 

3) 
Alat deteksi l"csiko Ibu 

2022 40 40 100% 100% 40 100% Hamil : Test Kehamilan 

4) 
AlaI deteksi .. csiko Ibu 

2022 40 40 100% 100% 40 100% Hamil : Peweriksaau HB 

Alat deteksi resiko Ibu 
5) Hamil : Pcmeriksaau 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

Golongan Darah 

AlaI deteksi resiko Ibu 
6) Hamil : Pemeliksaau 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

Glukoprotein Urin 

7) 
Krutu ibu/l"ei<am medis 2022 3 1989 3 1989 100% 100% 32.789 100% ibu 

8) 
Buka Kesebatan Ibu dan 

2022 3 1989 31989 100% 100% 32.789 100% Anal< (KIA) 

Tenaga kesehatan : 
9) Dokter/ dokter spcsialis 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

kebidanan 

10) Tenaga kesehatan : Bidan 2022 

1789 1789 100% 100% 1789 100% 
11) 

Tenaga kesebatan : 2022 
Pemwat 



Kunjungao 4 kali ibu 
b amil selama periode 
ke bamilau (K'I) (Sa tu kali 

12) pada trim.es ter pe11ama, 2022 31061 23992 100% 77,24% 32.789 100% 
Satu kali pada trimester 
ked ua, 0 UB kali pada 
trimes ter kctiga) 

Pelayanan Kesehatan Ibn Rp 
Kemenkes. DAK& Dinkes Kab Rp Kemenkes, DAK& Dlnkes Kab 

2 Bersalln 2022 30.535 23.805 100% 77,96% 46.841- Dlnkes Prov DAU Taslkmalaya 31.298 100% 51.525. Dlnkes Prov DAU Tasikmalaya 
000,00 100,00 

1) Poml ulir Prut ograf 2022 3 0 .535 30.53 5 100% 100% 3 1.298 100% 

2) Kartu Ibu (rekam m ed.is) 2022 3 0 .535 30 .535 100% 100% 3 1.298 100% 

3) 
Buku I<esebatan (bu dan 

2022 30 .535 30.535 100% 100% 3 1.298 100% Anak (KIA) 

Tcnaga keseha tan : 
4) Dokter/ dokter spesia lis 20 22 93 93 100% 100% 93 l OOg'b 

I<ebidanan dan Kru1dungan 

5) Tcnaga kesehatan. : Bidan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

6) 
l'enaga kcsebatan. : 2022 78 7 787 100% 100% 787 100% Pcmwat 

Pelayanan Kesehatan Rp Kemenkes, DAK& Dinkes Kab Rp Kemenkes. DAK& Dinke. Kab 3 
Bayl Barn Lahir 

2022 29.081 25.158 100% 86,51% 25.000. 
Dlnkes Prov DAU Taslkmalaya 

29.808 100% 27.500. 
D10kes Prov DAU Taslkmalaya 

000 000,00 

I) Vaksin Hepa titis 6 0 20 22 29.081 2 1.710 1000/0 74,650/0 29.808 100% 

2) Vitamin Kl In jeks .i 2022 14.541 10.806 100% 74,3 1% 14 .905 100% 

3) 
Sale p/ Tetes Mala 2022 29.081 2 1.710 100% 74,65% 29.808 100% Antibiotik 

4) Fomllilir Bayi Bani La h ir 2022 29 .081 29 .08 1 100% 100% 29.808 100% 

Fonnulir Ma najcmcn 
5) Te rpad 1I Sayi Muda 20 22 

(MTBM) 29 .081 29.081 100% 1000/0 29.808 100% 

6) 
Buku Kesehatan Jbu dan 20 22 
Auak (I<IA) 

"'cilaga kese.ba1a.Ll : 
7) Dokl.e r/ dokter spcsialis 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

Anak 

8) Te naga kesehata.o : Bidan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

9) 
1'e naga keseha~'Ul : 

20 22 787 787 100% 100% 787 100% Perawat 



PeJayanan KesehatlUl Rp 8 .730 . Kemenkes, DAK& Dlnkes Kah 
Rp 9.603. Kemenkes, DAK80 Dlnkes Kah 4 

Balita 
2022 19 1.9 7 0 143.878 100% 74,9 5% 2 36.900, 

Dlnkes Prov DAU TaaikJDaJaya 196.769 100% 260 .590, 
Dinkes Prov DAU TaalkmaJaya 00 00 

Kuisioner Pm Skrining 

1) 
Pcrkembangan (KPSp) alau 

2022 19 1..970 143 .878 100% 74,950/0 196. 769 100% InstnuneD Stand a rt Laiu 
yang Scrlaku 

FOIm ulir Dcteks i Oin.i 
2) 'rumbuh Kcmbang AJlak 2022 .19 1.970 143.878 100% 74,95 0/0 196.769 100% 

(OOTI{) 

3) 
Buku Kar t.lJ (btl dAn Anak 

20 22 19 1.970 143.878 100% 74,950/0 196. 769 100% (KIA) 

4) Vitamin A Birll 20 22 8. 181 6.036 100% 73 ,78% 8.386 100% 

5) Vitamin A Merah 2022 . 236.650 177 .388 100% 74,96% 242.566 100% 

6) 
Vaksin. imunisas i dasar: 

20 22 191.970 143.878 100% 74,95% 196.769 100% I-IBO 

7) 
Vaks,in lluunisasi dasal': 2022 191.9 70 143.878 100% 74 ,95% 196. 769 100% BCG 

8) 
Vaksin illlunisas i dasaJ.': 

20 22 19 1.9 70 143.878 100% 74,95% 196.7 69 100% Polio 

9) 
Vaksin im unisasi dasar: 

20 22 19 1.970 143.878 100% 74,95%) 196769 1000/0 IPV 

10) 
Vaksi.n imunisasi dasal": 

20 22 38.394 28.696 100% 74,74% 39.354 100% OPT -HB -Hib 

11) 
Vaksiu imunisasi dasar: 

20 22 9 .599 7.099 100% 73,96% 9 .839 100% Campak 

12) 
Vaksin imurusasi dasar: 

20 22 9.599 7 .099 100% 73 ,96 0/ 0 9 .839 1000/0 Rubella 

13) VakSlu ituWlisasi lanjlltan. 20 22 38.394 28.69 6 100% 74,74% 39.354 100% : OPT · HB -I-lib 

14) Vaksin imuIIisas i lanjutan 2022 9.599 7 .099 J 00% 73,960/0 9 .839 100% : Campa k 

15) 
Va ks in imun isasi Janjutau 

2022 9 .599 7 .09 9 100% 73,96% 9.839 100% : Ru be lla 

16) 
Jarllm s wltik dao Ballao 

20 22 1.727.730 1.294.798 100% 74 ,94% 1.770.923 100% I-Ia bis Paka i (BI-IP) 

17) PeraJa ta u Allaf.LIaktlk 20 22 40 40 100% 100% 40 100% 

18 ) Tenaga kcseha tan : DokteJ' 20 22 93 9 3 100% 100% 93 100% 

19 ) TCllage keseh a ta n : Bida n 2022 1.002 1.002 100% 100% .\.002 1000/0 

20) 
Te aaga keseha t::m : 

20 22 787 78 7 100% 100% 787 100% Pcrawa l 

2 1) 
Tc naga kcsch a lan : Ahli 

2022 68 68 100% 100% 68 100% Gizi 

22) 
Tella ga kese ha tan : Kader 

2022 14 .16 1 14 .16 1 ]OOIYo 100% 14. 16 1 100% Keschatan 
~---------- --- - -- --- -- - - ---------- - -- -- ------- ----- - - - - ----- -- - --- - --- - - - --- -------- - --- -- - "--- ----



i Tenaga Non kesehatan : 
23) G,uu PAUD 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

PelaYBDan Kesehatan Rp Kemenkes, DAK 80 DlnkesKab 
Rp Kemenkes, DAK80 DlnkesKab 

5 Pada Usia Peadldlkan 2022 261.040 242.767 100% 93,OOOA> 25.000. 
Dlnkes Prov DAU Taalkmalaya 

267.566 100% 27.500. Dlnkes Prov DAU Taalkmalaya 
Dasar 000,00 000,00 

I) Buku Raport Kesebatanku 2022 26 1.040 243.369 100% 93,23% 267.566 100% 

2) 
Buku Pemantauao 

2022 261.040 243.369 100% 93,23% 267.566 100% 
Kcschatao 

3) 
Kuesiollc r Skrining 

2022 261.040 243.369 100% 93,23% 267.566 100% I 
Keseba.an 

Formulir Rekapitulas i 
Hasil Pclayanru, 

4) Keseila la n Usia Sekola h 2022 261.040 243.369 100% 93,23% 267.566 100% 
dan Rewaja di Dalam 
Sekolah 
PonnuLir Rekapil"uJasi 

5) 
Hasil Pelayaual1 I<esehatao 

2022 26 1.040 243.369 100% 93,230/0 267 .566 100% 
Usia Sekolahdan Remajn 
di Luar Sekoiah 

6) 
Tenaga kcsebatan : 2022 27 27 100% 100% 27 100% 
Dokter/ Dokter gigi 

7) Tennga kesebatau : Bielan 2022 1.002 1.002 100% 100% .1.002 100% 

8) 
Tennga kesebatan : 

2022 787 787 100% 100% 787 100% 
Perawat 

9) 
Tenaga kescbatan : Abli 

2022 68 68 100% 100% 68 100% 
Gizi 

10) 
Tcnaga Kesehatan : 

2022 85 85 100% 100% 85 1000/0 
MasyarakaL 

ll) Tenaga kcsebatan : Hader 2022 14.161 12.336 100% 87,11% 14.161 100% 
Kesehatan 

12) 
Tenaga NOD kesebatau : 

2022 40 40 100% 100% 40 100% 
Guru 

Pelayanan Kesehatan Rp 1.040. Kemenkes, DAK80 Dlnke. Kab 1.453. 
Rp 1.144. 

Kemenkes, DAK80 Dlakes Kab 
6 Pad.a Usia Produktlf 2022 1.418.082 565.045 100% 39,8S% 000.000, Dillkes Prov DAU Taalkmalaya 534 

100% 000.000, Dlnkes Prov DAU TaalkmaJaya 
00 00 

Pcdoman dan med is 
1) Komu_nikasi, tnformBsi, 2022 13 13 100% 100% 13 100% 

Edukasi (KIE) 

2) I\I.q l ukur berat badan 2022 627 627 100% 100% 627 100% 

3) 
AlaL : Alat uku .. lingg; 

2022 374 374 100% 100% 374 100% 
badrul 

4) Alat : Alat uk" .. Hugkar 
perot 

2022 374 374 100% 100% :>74 100% 

5) AIHt : rrensimc t:er 2022 627 627 100% 100% 627 100% 

6) Ala, : Glukorueler 2022 40 40 100% 100% 40 100% 
- . _ . -



7) Alax: Tes s trip gula dal'ah 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

8) AlaI : Lancet 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

9) AlaI : Kopas alkohol 2022 40 40 100% 100% 40 lOO% 

10) Ala I : Kn' IVA Tes 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

Fonnulir pcncatatan <Lan 

11) 
pelaporan a plikasi Sis1cm 2022 40 40 1000/0 100% 40 100% Infonua,i Penyakit TIdal< 
Me n ular (SIPTM) 

12) 'renage keschatan : Ookter 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

13) Tenaga kcsebatan : Bklan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

14) 
Tenaga kescha tan : 

2022 787 787 100% 100% 787 100% Perawal 

15) 
Tellaga kesehatan : AWi 

2022 68 68 100% 100% 68 100% 
Gizi 

16) 
Tcnaga Kcsehatan 2022 85 85 100% 100% 85 100% Masyruakat 

'renage non kcschatan 
17) Terlatibl Mcmpunyai 2022 0 0 40 100% 

Kualifikasi tertentu 

Pelayanan Kesehatllll Rp Kemenkes, DAK& Dlnkes Kab Rp Kemenkes, DAK& Dlnkes Kab 7 
Pada Usia Lanjut 

2022 309.869 294.376 100% 95,00% 825.000. 
D1nkes Prov DAU Taslkmalaya 

317.616 100"" 907.500. 
Dlukes Prov DAU Taslkmalaya 000,00 000,00 

1) 
Strip Uj i Pemeriksaan Onla 2022 40 40 100% 100% 40 100% Derah, Kolcsterol 

InStlllmen OeriatJic 
Depressio n Scale (ODS), 
Intnunen Abbrevia ted 

2) 
Me n ta l Test (AM'!') da n 2022 40 40 100% 100% 40 100% Instrumc n Activity Daily 
Living (ADL) daJam Pakct 
Pengkajiatl Pmipuma 
Pasien Geria u; (P30) 

3) Buku Kesehotan Lansia 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

4) Tenega keseha lBn : Dokler 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

5) Tenaga kcsehatan : Bielan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

6) 
Tenege kcsc ha lan : 2022 787 787 100% 100% 787 100% Pemwst 

7) 
Tcusga kesc hatan : Abl.i 2022 68 68 100% 100% 68 100% Gizi 

8) 
Tenaga Keschatall 2022 85 85 100% 100% 85 100% Masyaraknt 

'fc naga non kcse hatan 
9) Terla tihl Mempunyai 2022 100% 0 40 100% 

KuaJifikasi terlentu 



~- - ~~- - - - - - "-- . - - - . _. - - - ._-

Pelay ...... Kesehatan Rp Kemenkea, OAK & Dinke. Kah 
Rp Kemenkes, OAK & Dlnke. Kah 8 Penderlta Hlpertenal 2022 153.474 115.006 100<'10 74,94% 75.000. 

Dinke. Prov DAU Tul1analaya 157.311 100% 82.500. Dlnkes Prov' DAU TasUunaiaya 000,00 000,00 

Pedoman Pengendalian 

1) Hipertensi dan Media 2022 40 40 100% 100% 40 100% Komunikasi, Informasi, 
Edukasi (KlE) 

2) Tensimeter 2022 627 627 100% 100% 627 100% 

Formulir Pencatatan dan 

3) 
Pelapomo Aplikasi Sistem 

2022 40 40 iOO% 100% 40 100% Infonnasi Penyakit TIdak 
Menular (SIPTM) 

4) Tenaga kesehatan : Dokle .. 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

5) Tenaga kesehatan : Bidan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

6) Tenaga kesehatan : 2022 787 787 100% 100% 787 100% 
Perawat 

7) 
Tenaga Kesehatan 2022 85 85 100% 100% 85 100% 
Masyarakat 

8) Gbat Hiperten.i 2022 153.474 115.006 100% 74,940/0 157.311 100% 

Pelay ... an Keaehatan Rp 1.813. 
Kemenkes, OAK & Dinkes Kah 

Rp 1.995. Kemenkes, OAK & Dlnke. Kah 
9 Penderlta Diabetes 2022 30.058 8.036 100<'/0 26,73% 880.000, 

Dlnke. Prov DAU Tulkmalaya aO.809 100% 268.000, 
Dinkes Prov DAU Taslkmalaya 

Melitu. 00 00 
"'. 

1) Alat : Glukometer 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

2) Alat : Strip Te. Quia Darnh 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

3) Alat: ({apas Alkohol 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

4) Alat : Lancet 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

Fonnl1lir pencatatan dan 

5) pelapomn a"likasi Sistem 2022 7.514 7.514 100% 100% 7 .514 100% Infonnasi Penyakit TIdak 
Menular (S IPTM) 

Pedoman dan media 
6) Komunikasi, Infonnasi, 2022 8 8 100% 100% 8 100% 

Edl1kasi (K1E) 

7) Tenaga kesehatan : Dokter 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

8 ) Tenaga kesehatao : Bidan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

9 ) 
Tenaga kesehatao : 

20 22 787 787 100% 100% 787 100% 
Pel'awat 

10) Tenaga keschatan : Ahli 20 22 68 68 100% 100% 68 100% Gizi 

11) 
Tenaga Keschatan 

2022 85 85 100% 100% 85 100% 
Masyarakat 

12) Gbat Diabetes Melitus 2022 30.058 22.444 100% 74,67 30.809 100% 
. ~ . - - -- - ------ ------- -- ---- - -- -- - '----- L-________ ---- -- - - --- - - ~~~ - - -- -



Pelayanan Kesehatan Rp Kemenkes, DAK 80 DinkesKab 
Rp Kemenkes, DAK80 Dinkes Kab 

10 Orang Dengan Gangguan 2022 2.428 26 100% 1,07% 25.000. 
Dinkes Prov DAU Taaikmalaya 

2.489 100% 27.500. 
Dinkes Prov DAU Taaikmalaya 

Jiwa Berat 000,00 000 ,00 

Buku Pedoman Diagnosis 
Peuggolollgan GangguaJl 
Jiwa (PPDGJ lIij alau 

1) Buku Pcdolllan Diagnosis 2022 6 6 100% 100% 40 100% 
Penggolollgsll Gangguan 
Jiwa terbaru (bila sudab 
terseclia) 

2) Kit bensi 2 Ala i F'iksasi 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

3) 
Penyedmau formtLl.ir 2022 2. 135 2.135 100% 1000/0 2.135 100% 
peneatala n dan pclaporan 

4) 
Media KOUlulli,kasi, 2022 40 40 100% 100% 40 100% 
luron nasi, 1::Clll kasi (KIE) 

5) Tenaga kesehahm : Dokter 2022 93 93 100% 100% 93 100% 

6) 
Tenaga kcscua trul : 2022 40 40 100% 100% 40 100% 
Perawat Tcrlatih J iW8 

7) 
Tenaga kesehatall : 'renaga 2022 42 42 100% 100% 42 100% 
Kcsehatan Lainnya 

Pelayanan Kes ehatan Rp2.600. Kemeukes, DAK 80 Dinkes Kab 
Rp2.860. Kemenkea, DAK& DinkesKab 

11 Orang Terduga 2022 18.629 18.602 10.0% 99,86% 000.000, Dinkes Prov DAU Taaikmalaya 
19.095 100"" 000.000, Dinkes Prov DAU Tasikmalaya 

Tuberkalosis 00 00 

1) 
Media KIE (Leaflet, Lembar 2022 42 40 100% 95,240/0 40 100% 
Balik, Poster, 8rulDel1 

2) ReagenZnTB 2022 322 322 100% 100% 322 100% 

3) 
Masker Jeols RLUUab 2022 163 .1 63 100% 100% 163 100% 
Taugga dan Maske r N95 

POl dabak, K~lca s Lide, 
Baban !-Iabis Paka i (Oil 

4) Brnersi, E:lber Alkohol 2022 40 40 100% 100% 40 100% 
Lampu Spirtusj Bunsen, 
Osel Liilil , Rak pengerillg 

5) 
Catridge Tcs Ccpal 2022 15.000 15.000 100% 100% 15.000 100% 
Molckulcr 

6) 
Fonnulir Pcncatatan dan 2022 42 40 100% 95,240/0 40 100% 
PclaporaJl 

7) 
Pcdomar.1 Standar 2022 42 40 100% 95,24% 40 LOOo;. 
Operasional Prosedur 

Dokterl Dokle.· Spesialis 
8) Pc nyakil Dalaml Dokter 2022 93 93 100% LOO% 93 100% 

Spesialis Peru 

9) 
Tennga kcsc hatan : 2022 787 787 100% 100% 787 100% 
Perawsl 

Teuaga kcse iJa lan : Analis 
10) TekD.ik Laboralo';lIIU 2022 72 72 100% 100% 72 100% 

Medii< (ATLM) , .. - - _ _ L ________ __ '---------- - - ------ - - -- -- -- - --------- --- - ----- - - - ---- - - - - ------



11) 
Tellaga kesehatau : P Cl tata 2022 - 100% 0 100% Rontgen 

12) 
Tellaga keseha tau 2022 85 85 100% 100% 85 1000/0 
ruasyarakat 

Tenaga non kcsebatan 
13 ) Tcrla lih / Momptlnyai 2022 - 100% 0 40 100% 

Kua1ifika~j tc lt entu 

Pelayanan Keaehatan 
OraDg deagan IUalko 

Rp Rp TerlDfeluli Virus yaDg Kemenkes, DAK& DlDkes Kab KemeDkes, DAK& Diakes Kab 12 
Melemahkan Daya Tahan 

2022 38.302 17.926 100% 46,80% 655.000. 
Dinkes Prov DAU TasJkmalaya 

39.260 1000t.. nO.500. 
DlDkes Prov DAU Tasikmalaya 

Tubuh Manus la (Human 000,00 000,00 

Immunodeficiency Virus ) 

1) 
Media KIE (Le Ulbar Balik, 2022 40 40 100% 100% 40 100% Leaflet, Poster, BaJlncJ1 

2) 
Tos eepat HIV (RD1) 

2022 40 40 100% 100% 40 100% peltama 

Saban Me(Us Ha bis 
Pakai, Handschoc 11 , 

Alkohol Swab, Plester, 
3) Lancet/ J antDl Stet;:l, 2022 40 40 100% 100% 40 100% 

JanLm SPlut Vallg 
Scsuaij Vacutaincr dan 
Jarum Ses uai 

Alat Tulis, Rekam Medis 
Yang Serisi Nomor Rekam 

4) Medis , Nomor Fasili!as 2022 40 40 100% 100% 40 100% 
Pclayauall Keseba lan 
Peiaksana, Nomo r KTP / N II{ 

Tc naga k esehatc:Ul : 

5) 
Dokter/ dokle r spcsialis 2022 93 93 100% 100% 93 100% pe nyakit dalam/dokter 
spesialis kulil da u kc lawiu 

6) 
Tcnaga kesehatan : 2022 787 787 100% 100% 787 100% Perawat 

7) Tenaga kcsehatao : Bielan 2022 1.002 1.002 100% 100% 1.002 100% 

'J'e oaga keseha tan : AhH 
8) 'J'ekoologi Labora toriunl 2022 72 72 100% ]00% 72 100% 

Medis (ATLM) 
, 

9) 
Tenaga keseh a ta n 

2022 85 85 100% 100% 85 100% llla syarakat 

Tcnaga non kcscbatan 
10) tcrlatih a!au melllpu.oyai 2022 40 40 100% 100% 40 ]00% 

kua lifikasi tc rtcntu 
- -- ---- ----- -- --- -- .. , . - - - --



Peneapalan sPM (2023, Peneapalan sPM (2026, 

Indlkator Klnerja ! sumber Instansi 
Inlalasl 

sumber Instans! NO 
Jenls Layanan sPM Inlalasl 

Pendanaan Pelaksana Peudanaan Pelaksana 
Penerlma 

Mutu Penerlma 
Mntu Layanan Reallaaal 

Layanan 
Reallsasl Angaran Layanan ReallsasI 

Layanan 
Reallsasl Angaran 

Dasar Dasar 

cc( . - , ~~ . _,22 .>' 
2~, ' 29 _ '. ;31.",. 

.' ">-1"'''''>;;'t~''' 
'. ' ,/:, " 21 

~ " 
2_1, .•.. . 25,. 26 : " > 31 I;, IS ~ '$~~\' :~~ 

". , ~. !OY 'r:" . 1.tfi1.tf. 

Pelayanan Kesehatan Rp Kemeukes, 
OAK!!, Dlllkes Kab 

Rp 1.050. Kemenkes, 
DAK& Dink •• Kab 1 

Ibu Hamil 33.60s 100% 954.690. Dlnkes DAU Taslkmalaya 34.449 100% 159.000, Dlnkes DAU Tasikmalaya 
000,00 Prov 00 Prov 

1) Vaksin Tetanu s Difteri 33.608 100% 34.449 100% (Td) 

2) Tablet tambah darah 33,608 100% 34,449 100% 

3) Alat deteks; resiko Ibn 
40 100% 40 100% 

I 
Hamil : Test Kehamilan I 

4) Alat deteks; resiko Ibn 
40 Hamil: Pemeriksaan HB 100% 40 100% 

Alat deteks i resiko Ibu 
5) Hanni: Pemeriksaan 40 100% 40 100% 

Golongan Darah 

Alat deteks; resiko Ibn 
6) Hamil : Pemeliksaan 40 100% 40 100% 

Glukoprotein U lin 

7) Kartu ibu! rekam medis 33,608 100% 34.449 100% ibn 

8) Buku Kesehatan Ibn dan 
33,608 100% 34,449 100% Anal< (KIA) 

Tenaga kesehata n : 
9) Dokter! dokter spesia1is 93 100% 93 100% 

kebidanan 

10) Tenaga kesehatan : 
Bidall 

Tenaga kesehatan : 
1789 100% 1789 100% 

11) Pemwat 

KUlljungan 4 kali ibn 
hamil selama periode 
kehamilan (K4) (Satu kali 

12) pada trimester pertama, 33,608 100% 34.449 100% 
Satu kali pada trimester 
kedna, Dna kali pada 
trimester ketiga) 

----



PeJayanan KesehatlUl Rp Kemenites, 
DARBo Dink.,.. Kab 

Rp Kemenkes, 
DARBo Dlnke. Kab 

2 32.0 81 100% 56.677. Dlnke. 32.883 1,00% 62.345. Dlnke. 
Ibn BeraaUn 

610,00 Prov DAU TaalkmaJaya 371,00 Prov DAU Taslkmalaya 

1) Fotmulir Partograf 32.081 100% 32.883 100% 

2) Kartu Ibu (rekam medis) 32.081 100% 32.883 100% 

3) Buku Kesehatan fuu dan 
32.081 100% 32.883 100% Anak(KIA) 

Tenaga kesehatan : 

4) Dokter/ dokter spesialis 
93 100% 93 100% Kebidanan dan 

KandUilgan 

5) 
Tenaga kesehatan : 

1.002 100% 1.002 100% Bidan 

6) 
Tenaga kesehatan : 

787 100% 787 100% Pemwat 

PeJaylUl8ll KesehatlUl Rp Kemenkes, 
DARBo DlnkeaKab 

Rp Kemenkes, 
DARBo Dlnkes Kab 

3 Bayi Baru Lahlr 30.553 100 % 30.250 . Dinkea 
DAU Tas/kmaJaya 

31.317 100 % 33.275. Dlnke. DAU TaslkmaJaya 
000,00 Prov 000,00 Prov 

1) Vaksin Hepa titis BO 30.553 100% 3 1.317 \00% 

2) Vitamin Kiln jeksi 15.277 100% 15.659 100% 

3) 
Sa1ep/ Tetes Mala 

30.553 100% 3 1.317 100% Antibiotik 

4) Formulir Bayi Baru Labir 30.553 100% 3 1.317 100% 

Formulir Manajemen 
5) Terpadu Bayi Muda 

(MTBM) 30.553 100% 31.317 100% 

6) Buku Kesehatan Ibtl dan 
Anak(KIA) 

Tenaga kesebatan : 
7) Dokter/ dokter spesialis 93 \00% 93 100% 

Anak 

8) Tenaga kesehatan : 
1.002 100% 1.002 100% Bidan 

9) 
Tcnaga kesehatan : 

787 100% 787 100% Perawat 

liil :,.,. ~ 
Rp 

KemeDkes, 
Rp Keme,l}.kes, 

PeJayanan Kesehatan 10.563. DARBo DlnkesKab 11.619. DARBo DlnkesKab 
4 

BaUta 201.688 100% 
586.649, 

binkea 
TaalkmaJaya 

206.731 100% 945.314, 
Dlnkes 

DAU TaalkmaJaya 
Prov DAU Prov 

0 0 tl 00 ,",; 

Kuisioner Pl'a Slcrining 

1) Perkembangan (KPSP) 
201.688 100(% 206.731 100% alau lnstrumen S tandru.t 

Lain yang Ber1aku 

Fonnulir Deteksi Dini 
2) Tumbuh Kemhang ADak 201.688 \00% 206.731 100% 

(DDTK) 

3) Buku Kartu Ibu dan 
201.688 100% 206.731 100% ADak (KIA) 

------ -



4) Vitamin A Biru 8.595 100% 8.810 100% 

5 ) Vitamin A Merah 248.630 100% 254.846 100% 

6) Vaksin imunisasi dasar: 
201.688 100% 206.731 100% HBO 

7) Vaksin imunisasi dasar: 
20 1.688 100% 206.731 100% BeG 

8) Vaksin imunisasi dasal': 
201.688 100% 206.731 100% Polio 

9) Vaksin imunisasi dasar: 
20 1.688 100% 206.731 100% IPV 

10) Vaksin imunisasi da.sar: 
40.338 100% 41.346 100% OPT -HB -Hib 

11) 
Vaksin imunisasi dasar: 

10.085 100% 10.337 100% Campak 

12) Vaksin imunisasi dasar: 
10.085 100% 10.337 100% Rubella 

13) 
Vaksin lmunisasi 

40.338 100% 41.346 100% lanjutan : OPT -HB -Hib 

14) Vaksin imunisasi 
10.085 100% 10.337 100% lanjutan : Campak 

15) Vaksin imunisasi 
10.085 100% 10.337 100% lanjutan : Rubella 

16) Jarum suntik dan 
1.815.196 100% 1.860.576 100% Baban Habis Pakai (BHP) 

17) Peralatan Anafilaktik 40 100% 40 100% 

18) Tenaga kesehatan : 
93 100% 93 100% Ookter 

19) Tenaga kesehatan : 
1.002 100% 1.002 100% Bidan 

20) Tenaga kesehatan : 
787 100% 787 100% Perawat 

21) Tenaga kesehatan : Abli 
68 100% 68 100% 

Gizi 

22) Tenaga kesehatan : 
14.161 100% 14.161 100% Kader Keseh atan 

23) Tenaga Non kesehatan : 
40 100% 40 100% Guru PAUO 

Pelayan"" Kesehatan Rp Kemeakes, DAK& Dlnkes Kab Rp Kemenkes, DAli& Dlnkes Kab 
5 Pada tls1a Pendldlkan 274.255 100% 30.250. Dlnkes 281.112 100% 33.275. Dlnkes - DAU Tasikjnalaya DAU Taslkmalaya Dasar 000,00 Prov ~,OO Prov 

~; 

1) 
Buku Raport 

274.255 100% 281.112 100% Kesehatanku 

2) 
Buku Pemantauan 

274.255 100% 281.112 100% Kesehatan 

3) Kuesioner Skrining 
274.255 100% 281.112 100% Kesehatan 

-



Fonnulir Rekapitulasi 
Hasil Pelavanan 

4) Kesehatrui Usia Sekolah 274.255 100% 281. 112 100% 
dan Remaja di Dalam 
Sekolah 

Formulir Rekapitulasi 
Hasil Pelayanan 

5) Kesehatan Usia Sekolah 274.255 10 0% 28 1.112 100% 
dan Remaja di Lual' 
Sekolah 

6) 
Tenaga kesehatan : 

27 100% 27 100% 
Dokter/ Dokter gig; 

7) 
Tenaga kesehatan : 

1.002 10 0% 1.002 100% Bidan 

8) 
Tenaga keseha tan : 

787 100% 787 100% Perawat 

9) Tenaga kesehatan : Ahli 
68 100% 68 100% 

Gizi 

10) 
Tenaga Kesehatan : 

85 100% 8 5 100% 
Masyarakat 

11) 
Teuaga kesehatan : 

14.16 1 100% 14.161 100% Kader Kesehatan 

12) 
Tenaga Non kesehatan : 

40 100% 40 100% 
Guru 

Pelayanan Keaehatan Rp 1.258. Kemenkes, DAK & Dlakes Kah 
Rp 1.384. Kemenkes, DAK& D1nkes Kab ." 6 

Pada Usia Produk tU 1.489.872 100% 400 .000, Dlnkes DAU Tasikmalaya 1.527.119 100% 240.000, Dinkes DAU Tasikmalaya. 
00 Prov 00 Pr.ov 

Pedoman dan media 
I) Komunikasi, Informasi, 13 100% 13 100% 

Edukasi (KIE) 

2) Alat ukur berat badan 627 100% 627 100% 

3) 
Alat : Alat ukur tiuggi 

374 100% 374 100% badan 

4) 
Ala! : Alat ukur liugkal' 

374 100% 374 10 0% petut 

5) Alat : Tensimeter 627 100% 627 100% 

6) Ala! : Glukome tcr 40 100% 40 100% 

7) 
Alat : Tes strip gula 

40 100% 40 100% darab 

8) Alat : Lancet 40 100% 40 100% 

9) Alat : Kapas alkoh ol 40 100 % 40 100% 

10) Alat: KIT [VA Tes 40 100% 40 100% 

Formulir pencatatan dan 
pelaporan aplikasi 

11) Sistem infol'masi 40 100% 40 100% 
Penyakit Tidak MemIDn' 
(SIPTM) 

12) Tenaga kesehatan : 
93 100% 93 100% 

Dokter 



13) Tenaga kesehatan : 1.002 100% 1.002 100% Bidan 

14) Tenaga keseha tan : 787 100% 787 100% Perawa t 

IS) Tenaga keseha tan : Ahli 
68 100% 68 100% Oizi 

16) Tenaga Keseha tan 
85 100% 85 100% Masyarakat 

Tenaga non kesehatan 
17) Terlatih / Mempunyai 40 100% 40 100% 

Kua lifikas i tertentu 

Pelayanan Kesehatan Rp Kemenkes, 
DAKII6 Dlnkes Kab 

Rp 1.098. KemenJr.es, 
DAKII6 DlnkesKab 7 325.556 100% 998.250. Dlnkes 333.695 100'% 075.000, Dlnkes Pada Usia Lanjut 

000,00 Prov DAU Taslkmalaya 00 Prov 
DAU TaslkmaJaya 

1) Snip U ji Pemeliksaan 40 100% 40 100% Oula Datah, Kolesterol 

Instru.m.en Geriatric 
Depression Scale (ODS) , 
lntnnnen Abbreviated 

2) 
Mental Test (AMT) dan 40 100% 40 100% Jnstrumen Activity Daily 
Living (ADL) dalatn Paket 
Pe ngkajian Paripurna 
Pasien Geriani (P30) 

3) Buku Kesehatan Lansia 40 100% 40 100% 

4) 
Ten aga k esehatan : 

93 100% 93 100% Dokter 

5) Tenaga kesehatan : 1.002 100% 1.002 100% Bidan 

6) 'fenaga kesehatan : 
787 100% 787 100% Pemwat 

7) Tenaga kesehatan : Ahli 
68 100% 68 100% Gizi 

8) Tcnaga Keschatan 85 100% 85 100% Masyarakat 

Tenaga non kesehatan . 

9) TerJatih/ Mempunyai 40 100% 40 100% 
Kualifikasi tertentu 

r. 

Pelayanan Kese~tan " Rp Kemenkest DAKII6 Dlnke. Kab Rp Kemenkes, 
J>.AK& Dlnkes Kab 8 161.244 100% - 90.750. Dbikes 165.275 100"A> 99.825. Dlnkes Penduita HlputeDSI 

000,00 Prov DAU Taslkmalaya 000,00 Prov 
DAU Taslkmalaya 

-,. 
Pedoman Pengendalian 

1) 
Hiperteusi dan Media 

40 100% 40 100% Komunikasi. lnformasi, 
Edukasi (K1E) 

2) Tensimeter 627 100% 627 100% 

Formulir Pencatatan dan 
PeJaporan Aplikasi 

3) Sistem InfOlmasi 40 100% 40 100% 
Penyakit Tida k Menular 
(SIPTM) 



4) Tenaga keseha tan : 
9 3 100% 9 3 100% Doktcr 

5) 
Tenaga kesehatan : 

1.002 100% 1.002 100% Bielan 

6) 
Tenaga kcseh a tan : 

787 100% 78 7 100% 
Pera\\"'at 

7) Tenaga Kcsebatan 
85 100% 85 100% Masyruak.. .. t 

8 ) Oha t Hipe.1ensi 161.244 100% 153.474 100% 

Pelayanan Kesehatan Rp 2 .194. Kemenkes, DAK& DlnkesKab 
Rp 2 .4 14. Ke,menkes, DAK & DiDkes Kab 

9 . Penderlta Diabetes 31.580 100% 794 .800, Dlnkes 
DAU Taslkmalaya 

32.369 100% 274.280 , Dlnkes DAU Taslkmalaya Melitua 00 Prov 00 Prov 

1) Alat : Glukometcr 40 100% 40 100% 

2) Alat : Strip Tes Gula 
40 100% 40 100% Darab 

3) Alat : Ka pas Alkohol 40 100% 40 100% 

4) Alat : Lancet 40 100% 40 100% 

Pormulir penca tatan dan : 

pelaporan a plikasi 
5) Sistem Informasi 7.514 100% 7 .514 100% 

Penyakit TIdak Menular 
(SIPfM) 

Pedoman dan media 
6) Komunikas i, Informasl, 8 100% 8 100% 

Edukasi (KIE) 

7) Tenaga kcseh a tan : 
93 100% 93 100% Dokter 

8) 
Tenaga kcsehatan : 

1.002 100% 1.002 100% Bidan 

9) Tenaga kescha tan : 787 100% 787 100% Perawat 

10) 
Tenaga keseha tan : AhIi 

68 100% 68 100% Gizi 

11) 
Tenaga Kescbatan 

85 100% 85 100% Masyarakat 

12) Oba t Diabetes Melitus 3 1.580 100% 32.369 100% 
--- --- --- - - - - - --



Pelayanan Kesehatan Rp Kemenkes, 
OAK & Olnkes Kab Rp Kemeukes, 

OAK & DIDkes Kltb 10 Orang DeDgllD 2.~51 100% 30.~0. DIDkes 2.615 100% 33.27~ . DlDkes 
GangguaD JI .... Berat 000,00 Prov DAU Taslkmalaya 000,00 Prov DAU Taslkmalaya 

Buku PecLoman 
Diagnosis Penggolongan 
Gallgguan Jiwa (PPDGJ 

I) 
III) atau Buku 

40 100% 40 100% Pedoman Diagnosis 
Penggolongan Gangguan 
JiwB tcrbam (bila sudab 
tersedia) 

2) Kit berisi 2 Alat F'iksasi 40 100% 40 100% I 

Penycdiaan formulir 
3) pencatatan dan 2.135 100% 2.135 100% 

pelaporan 

4) Media I(omunikasi, 
40 100%) 40 100% Informasi, Eduka si (KI E) 

5) 
Tenaga kesehatan ; 

93 100% 93 100% Dokter 

6) 
Tenaga kesebatan ; 

40 100% 40 100% Perawat Tcrla tih J iwa 

Tenaga kesehatan : 
7) Tenaga Kesehatan 42 1000/0 42 100% 

Lainnya 

Pelayanan Kesehatan Rp3.146. Kemeukes, 
DAK& DlDkes Kab 

Rp3.460. Kemenkes, 
DAK& DlDkes Kab 11 Orang Terduga 19.~72 100% 000.000, DlDkes 

OAU Taslkmalaya 
20.061 1000A> 600.000, DlDkes DAU Taslkmalaya 

Tuber kulosis 00 Prov 00 Prov 

Media KIE (Leaflet, 
1) Lembar Balik, Poster, 40 100% 40 100% 

Banner) 

2) Reagen Zu. TB 322 1<)0% 322 100% 

3) 
Masker Jcn.is Rumah 

163 100% 163 100% Tangga dan. Masker N95 

Pol dahak, Kaca slide, 
Bahan. Habis Pakai (Oil 

4) Emcrsi, Ether Alkohol 40 1000/0 40 100% 
Lampu Spirtus/ Bun.sen. 
Ose/I, idt), RaJ< pengeriug 

5) Catridge Tes Cepal 
15.000 100% 15.000 100% Molckuler 

6) 
Formulir Penc.atatan dan 

40 100% 40 100% Pelaporan 

7) Pedoman/ Staudar 
40 100% 40 100% Operasional P1'Osedur 

Dokter/ Dokter Spesialis 
8) Penyakit Dalam/Dokter 93 100% 93 100% 

Spesialis Pam 

9) Tcnaga kesehatau : 
787 100% 787 100% 

PCl'8.wat 
---- ------



Tenaga kesehatau : 

10) 
Anatis Teknik 

7 2 Laboratotium Mcd.ik 100% 72 100% 

(ATLM) 

11) 
Tc,naga kcse hatao : 

100% 100% Penata Rontgen 

12) TcnagA kesehata n 
85 100% 85 100% m3syru-aka t 

Tenaga non kt:se ha tan 
13) Teriatib/ Merupunyai 40 100% 40 100% 

Kualifikasi tcrtcntu 

Pe layauau Kesehatau 
Orang deDgau Ris lko 
TeriDfeksl Virus yang 

Rp Kemenkes, Rp Kemenkes, 
12 Melemahkan Daya 

40.241 100% 792.550. DlDkes 
DAK& Dlnkes Kab 

41.247 l00"A, 871.805. DlDkes DAK& DIDkes Kab 
TahaD Tubuh Maous\a 

000,00 Prov DAU Taslkmalaya 000,00 Prov DAU Taslkmalaya 
(Human 
ImmuDodeficiency 
Virus) 

1) Meclia KIE (Le mbar Balik, 
40 100% 40 100% Leaflet, Poster, Banner) 

2) 
Tes cepa t HIV (ROT) 

40 100% 40 100% pertama 

Bahan Medis Habis 
Pakai, Ha ndschoen, 
Alkohol Swab, Ples t.er, 

3) L.wlcet/ JanlID SteIU, 40 100% 40 100% 
Jarum Spui! Yang 
Sesuai/Vacutainer dan 
Jarum Sesuai 

A1at Tulis, Rekam 
Medis Yang Berisi 
Nomor Rekam Medis, 

4) NomoI' Fasilitas 40 100% 40 100% 
Pe layanan Kcseha tan 
Pelaksana~ Nomor 
KTP/ NIK 
Tenaga kescha lan : 
Dok1er/ doktc r spcsialis 

5) pe llyakit dalam/ dok1e r 93 100% 93 100% 
s pcs ialis hilit dan 
kelamin 

6) 
Te naga keseha taJl : 

787 1000/0 787 100% Perawat 

7) Tc naga kesehatan : 
],002 100% 1.002 100% Bidau 

Ten aga kcsehatan : Ahli 
8) Tcknologi LaboratOlilun 72 100% 72 100% 

Medis (ATLM) 

9) 
Te naga kesehatan 

85 100% 85 100% masyardkat 

'l'coaga non kesehatan 
10) terlat.ih atall merupunyai 40 100% 40 100%, 

kualifikasi teJtentu 



3.2.3 Bidang Pekerjaan Umum 

Tabel3.9 
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 

PeDcapaiaD 8PM (2023) PeDcapaian 8PM (2024) . 
NO IDdikator KiDerja / JeDi. LayanaD 8PM Tahun IDisiasi 8umber IDstansi IDiaiasi 

8umber Instansi 
Duar PeudanaaD Pelaksana Pendanaan Pelaksana 

PeDeriJpa 
Mutu 

Penerima 
Mutu 

LayanaD RealIsasl Layanan Reallsasi Anggaran Layanan Reall.asl Layanan Reall""i Anggaran 
Duar Oasar 

" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 . >'~~~ 1~~~~': r}" ',·.7 .', 

sl,~_~~_~'~",. 

1 PemeDuhan Kebutuhan Pokok AIr 
2 022 67 84 6784 2120 2120 6806 ~ 

Mlnum 8eharl·Hari 
*1. 

Jumlah lUUla h tangga yang 
mendapatkan akses terhadap air minum 

1) melalui SPAM Jaringan Perpipaan 2022 6784 6784 2120 2 120 6806 2127 
!erhadap Kuantitas (kebutuhan pokok 

Rp Rp 
minimal 60 liter! orang! hari) 

17.138. DPUTR APBN& 17.593. DPUTR APBD & DPUTR 
Jumlah nunab tangga yan g 403 .000, LH APBD 

DPUTRLH 411.000, LH APBN LH 
mendapatkan akses terhadap air minum 00 00 

2) melaIni SPAM Jaringan Perpipaan 
2022 6784 6784 2120 21 20 6806 2127 terhadap Kllaiitas air (tidak keruh, tidak 

beIWarna, tidak berasa, tidak berbusa, 
tidak berbau) 
Jumlah nunab tangga yang 
m endapatkan akses terhadap air minum I 

3) melalui SPAM Bllkan Jaringan 
20 22 Perpipaan terhadap Kuantitas 

(kebutuhan pokok w..inimal60 
liter! orang/ han) ". '. " . 

Jumlah rumab tangga yang . , 
mendapatkan akses !erbada p air minum 

4) melaIui SPAM Bukan Jariugan 
2022 ,.' .... 

Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak .. I · keruh, tidak belwarna, tidak b eresa, .... . , ..... , tidak berbusa tida k berbaul . "-..... . .... 
,~ ..... 

.~ ~ 
8909:1!t"i, 

l!:;t \'1 ~;, ~"'; 
~ - '1:'!l ~~ - ~ , - t~· . ~~ 

2 
Penyediaan Pelayan'an Pengolahan AIr 

2 022 8909 2784 2 784 ~i~ .5 648 ~ 
~: i"$! 

Limbah Domestlk. 
.. 

Sistem Pengelolaan Air Limbab Rp 
Domestik Setempat! SPALD-S terhadap Rp 

DPUTR APBD& 10.92 1. DPUTR APBD & DPUTR 
1) Kuantitas akses pengolahan air limbab 2022 3181 3181 994 994 7.550.000 

LH APBN DPUTRLH 4368 1365 652,000, LH APBN LH 
domestik (minimal I akses pen golahan air .000,00 00 
Iimbab domestik) 

- -- - - - -- -- -----



Sistem Pengeioiaan Air l.imbah 
Domestik Setcrupa t/SPAlD-S terhada p 

2) Kuali ta. pelayauan air limbah domestik 
2022 3 181 3 18 1 994 994 4368 1365 (akses dasa r b agi masyaraka t \vilayab 

pedesaau dcngau kepadatanpenduduk 
<25 jiwa / hek.ruj 

Sistern Pellgclolaan Air l imbab 
Domestik Sc tempat / SPlllD-S 
terhad ap Kuali tas pclayaoan air 
limbah domestik (akses aman bagi 

3) masyaraka t yang bermukim di \vilayah 2022 
pengembangan SPALD-S dengan komtis i 
wilayab [Je rdessan yang me miliki 
kepadatao penduduk >25 ji\va / hektar 
dan seluruh wilayah ,erkotaanl 

Sistem PengelDlaan Air Limbah 
Domestik Te rpusat/SPALD-T terbadap 

4) ({ua nti tas akses pengoJahan a ir limbah 20 22 5728 5728 1790 1790 1280 400 
dOlllestik (minimal 1 akses pengolahan air 
limbab domestik) Rp Rp 

19.093. DPUTR APBD & 4.080 . DPUTR APBD 
DPUTR 

Sistem Pengelolaan Air Limba b DOllle . tik 
800.000, I,H APBN 

DPUTRLH 000.000, LH Ui 
Terpusat/SPAl.D-T terhadap Kualitas 

00 00 
pelayaoan air limbah domestik (akses 

5) aman bagi masyarakat wilayab 2022 5728 5728 1790 1790 1280 400 
pedesaan de ngan kepada!an peoduduk 
>25 jiwa I hektru· dan selunlh 
wilayah l,erkotaan) 

. 

Peneapalan BPM (2025) Peneapalan BPM (2026) 

NO Indlkator Klnerja I Jenls Layanan 8PM Inlslasl 
Bumber Instansl Inlslaal 

8umber Instansl 
Pendanaan Pelaksana PendaDIUUl Pe1akaana 

Penerima 
Mutu 

Penerima 
Mutu 

Layanan Reallsasl 
Layanan 

Reallsasl ADgaran Layanan Realisasl 
Layanan 

Reallsasl ADgaran 
Oaaar Oaaar 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 3 1 32 33 31 3S 

1 Pemenuhan Kebutuhau Pokok AIr 
6832 6880 Mlnum 8eharl-Harl 

Jumlab mmab tangga yang 
ruendapa tkaJl akses terbadap air minUID 

1) mela lui SPAM Jru'ingao Perpipaan 6832 2 135 6880 2 150 
lerhadap Kual1titas (kehutuhan pokok 

Rp Rp minimal 6 0 li te r/ orang/ ball) 
17.769. DPUTR APBD & DPUTR 17.947. DPUTR APBD& DPUm 

Jum]ah nlinab tangga yang 345.110, LH APBN LH 038.561, LH APBN LI-l 
meudapatkan akses terhadap air nlinum 00 00 

2) melalui SPAM Jariogao Perpipaan 
6832 2 135 6880 2 150 

!erhadap ({ualitas air (tidak kcrub, tidak 
belwarna, tidak bcrasa, tidak berbusa, 

"-----_ tidal<_b"rballL -----



JUllllah IUmsh tangga yang 
mendapatkan akses tc rhadap air minum 

3) 
melalui SPAM Bukan Jaringao 
Perpipaan I:erhadap Kuanl:itas 
(kebutuban pokok minimal 60 
litcr/ oIllllR/hari) 
Jumlah nunah tanggayang 
mendapatkan akscs terhadap air minum 

4) melalui SPAM Blll<an Jaringan 
Perpipaan terbadap Kualitas air (tidak 
kerub, tidak ben.arna, tidak herasa, 
tidak bemusa tidak berbsu) 

2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air 
5840 6032 Limbah DomesUk 

Sistt:m Peogelolaan Air Limbab 
Domestik Setempat/ SPALD-S !.erhadap 

1) Kuantiras akses pengolahan air limbab 4528 1415 4688 1465 
domestik (minimal I aksos pengolaban 
air limbah domestik) 

Rp 
Rp 

DPUTR APBN &, DPUTR 11.141. DPUTR APBN & 
Sislem Pengelolaan Air l-imbab 

11.030. 
l-H APBD l-H 177.205, W APBD 

DPUTRl-H 
868.520, 

Domestik Selem pat/ SPALD-S terhadap 00 
00 

2) Kualitas pelayanaJ.l air liolbah. dOlllestik 
4528 14 15 4688 1465 

(akscs dasar bagi masyarakat wilayah 
pedesaan dengan kepadatan penduduk 
<25 jiwa / hektruj 

Sistem Pengelolaan Air l-imbab 
Domestik Setclllpat / SPAl-D-S 
tt:rbadap [{ualit,."'s pelayaL1an air 
Iimbah domestik (akses aman bagi 

3) masyarakat yang bemJUkim di wilayal, 
pengembangan SPAl-D-S dengan koudisi 
wilayah peroesarul yang mcmiliki 
kepadatau penduduk >25 jiwa / hok18r 
dan schmID ,viJayah perkotaanj 

Sistem PcngelolaaJl Air I,imbah 
Domcstik 'I'erpusat/SPAl-D-T terbadap 

4 ) Kuantitas akscs pcngolaban air lill1bab 1312 410 1344 420 
domestik (minimal 1 akses pengolaban 
air limbah domcstik) 

Rp 4. 120. Rp 4.162. 
DPUTR DPUTR DPUTR 

Sistem Pcngclolaall Air Limbah Domestik 800.000, LH APBD 
LH 

008.000, I,H APBD DPU1'RU-1 
Terplt.sal/ SPAl-D-T terbadap Kualitas 0 0 00 
pelayanan air limbah domestik (akses 

5) aman bagi masyarakat wilayab 1312 4 10 1344 420 
pedesaan dengan kepadatan pend ltd uk 
>25 jiwa I bektar dan selwuh 

-- wilayah perkotaaJ1) 
. . ... - - _ . -

Keterangan : 

1. Program Kegiatan Air Minum pada Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 hanya meliputi Program Kegiatan Pembangunan SPAM Janngan Perpipaan, tidak meliputi Bukan Jaringan 
Perpipaan; 

2. Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air lim bah domestik belum sampai pada akses am an karena belum terhubung dengan instalasi 
pengolahan lumpur tinja. 



3.2.4 Bidang Perumahan Rakyat 

Tabe13.10 
Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 

Pencapaian BPM (20231 Pencapaian BPM (20241 

NO Indlkator KiDerja I Jenls Tabuu Inl.slasl Bumber Instansl lulslasl Bumber lustanol 
LayananBPM Dasar PeDdanaan Pe1aksana Pendanaan Pe1aksana 

Penerlma Mutu 
Peuerlma Motu 

Layanan Reailsasl Layanan Real1saol Anggaran LayanaD Realisas! Layanan ReaUsas! Anggaran 
Dasar Ossar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 

Penyedlaan dan Rehabllitas! 

I, Rumab Yang Layak HUD! 8agi 
2022 

Korban Bencana 
KabupateD/Kota 

1) Bentuall akses lumah sewa 
2022 ° ° layak huill bagi korban bencana I 

Rebabilitasi rUlllah bagi korban Rp DPUTR 
Rp I 

2) bencana 2022 15 15 5 5 15 0 .000. LH APBD DPUTRLH 15 5 150.000. DPUTRLH APBD DPUTRLH 
000,00 000,00 

3) 
Pembangunan kcmbali nUDah 

2022 ° 0 bagi korban bencana 

Pembangunan barn eli lokasi 
q) barn/ re lokasi bagi korban 2022 0 0 

bc:ncana 

Fasllitas! Penyedlaan Rumab 
Yang Layak Hunl 8agi 

2, Masyarakat Yang Terkena 
2022 Relokas! Program 

Pemerlntab Daerab 
KabupateD/Kota 

Fasilitasi penggantian Hak AlaS 
1) Penguasaan Tanah dan/ atau 2022 

Bangunan 

2) Subsidi Uang Sewa 2022 

3) Penyediaan Rumah Layak Huill 2022 
'-- '-



Pencapaian SPM (202S1 Pencapaian SPM (20261 

NO 
Indlkator Klnerja I Jenls Snmber Instansl Inl5lasl 

Bumber Instansl 
Layanan SPM Inlalasl Pcndanaan Pelaksana PendanUD Peiaksana 

Penerlma 
Mutu 

Penerima 
Mutu Layanan Realisasl 

Layanan Reallsasl ADggaran Layanau ReaUsasl Layanan Reallsasl ADggaran 
Dasar Dasar 

J 2 20 21 22 23 21 2S 26 27 28 29 30 3 1 32 33 31 3 .') 

Peuyedlaan dan RehabiUtasl 

I, Rumah Yang Layak HuDi Bag) 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

1) 
Ban tuan akses rlllnah sewa 

0 a layak huni b agi korban bCDeana 

Re babilitasi nlwah b agi korb an Rp DPUTR 
Rp 

DPUTR DPUTR 
2) bencana 15 5 150.000. 

LH APBD DPUTRLH 15 5 150 .000 . 
LH 

APBD 
LH 

000,00 000,00 

3) 
Pewbangunan kembali rumab a a hagi korball bencana 

Pembaugunan baru di lokasi 
4) batu/ relokasi bagi korban a a 

bencana 

FaaiUtaal Penyedlaan Rumah 
Yang Layak Hun! Bag! 

2, Masyarakat Yang Terkena 
Relokaal Program 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pasili(asi pen ggantian Halt Alas 
1) Peuguasaan Tanah dan/ a ta n 

Bangunan 

2) Subsidi Uan g Scwa 

3) PeTlycd iaan Rmnah Layak Huni 

Keterangan : 

1. Tidak ada Kegiatan Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana; 
2 . Tidak ada kegatan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana di kabupaten tasikmalaya; 
3. Tidak ada kegiatan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana di kabupaten tasikmalaya; 
4 . Pada Dinas PUTRLH Kab. Tasikmalaya Belum ada Kegiatan yang memenuhi SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 



3.2.5 Bidang Trantibumlinmas 

Tabe13.11 
Renaksi Pene rapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 

Pencapala o SPM (20231 PencapalDo SPM (20241 

NO lodlkat or Klnerja I Jeola Layaoan Tahno Sumber Inataoal Inlal .. 1 
Sumber ioataoal 

SPM Oasar loialaal 
PendanBBD Pelakaaoa Pendaaun Pe1akaaoa 

PeDerima 
Muta 

Penerlma 
Mutu Layaoao R.eaIIaaaI Layaoan Reall ... 1 ADggarao LayaoBD Realiaaal Layaoan 

ReaIIa .. 1 ADggarao 
Oaaar Dasar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12 13 14 15 16 J7 18 19 

Peiayaoao Ketentramao dan Rp Rp 

1 
Ketertlban Umum Terhadap 

2022 
6.530. S.7S1 . 

Pe negakao Perda Sesual Muta dan 487.40S, 963.300, 
Peiayaoao Gaotl Rug! 00 00 

Standar SArnlla prasarana Satpol PP 
(jwnJah dan kualitas barang dan jasa 

1) : a . gedung kantor, b. Kendaraan 20 22 27 16 100% 59,26% APBD Satpol PP 27 100% APBD Satpol PP 
operasional. c. perlengka pan 
operasional) 

Standar Operasjona1 Pmsedur 
(SOP) Salpol PP (SOP penegakan 
Perda, Tibumtranmas, 
pelaksanaan penanganan unjuk 

2) rasa dan keJusuhan massa. 2022 6 5 100% 8 3 ,33% APBD Satpol PP 1 100% APBD Satpol PP 
pelaksanaan pengawalan 
pejabat/orang -orang penting, 
pclaksanaan tempa l-tempa t penting, 
peiaksanaan operasiona1 pa troli) 

Standa,. peniugkaran kapasitas 

3 ) anggota Satpol PI' dan anggota 
2022 560 545 100% 97,32% APBD Satpol PP 1377 100% APBD Satpol PI' 

PerlindlUlgan masyarakat (jumlab 
dan kualitas personil/ SDM) 

Standar pelayanan ymlg terkena 
dampak gangguan Trantibum 

4) 
akibat penegakan hukum terhada p 

2022 1 0 100% 0,000/0 APBD Satpol PP 2 100% APBD Salpol PI' 
pelanggaran Perda dan I'erkada 
(pelayanall kerugian matelial dan 
pelayananpengobatan) 

WW'ga negara yang mempc1'Oieh 
pelayanan kemgian materil 

5 ) (kerusakan akibat penegakan 
2022 1 1 100% 100% APBD Sa tpol PP 1 ]00% APBD Serpol PP 

pelanggaran Perda da n Pel'kada, 
rusak riogan. rusak sedang, rusak 

--- berat) . ------



I Warga llcgara yang mew pero Leh 
pclayanall pcugobatan (pertolongan 
pcrtruna yang lerkena cicicl'a flsik 
ringa n akiba t peoegaka n Pe rda 

6) dan Perkada . dan ditindakJalljuti 2022 1 1 lOQ(Yo 100% APBD Satpol PP ) )00% APSD Satpol PP 
deugan mcmbawa ke rumab 
sakit/ pusal kese hatan masyamkat 
bila terkena c idera fisik sedang 
dall / atau bernl) 

2 
Pelayanan Informaai Rawan 

2022 
1.939. 

Rp -
2 .009. 

Rp· Beneana 683 683 

Pemetaan terbad ap lokasi/ da.erab 
rawan bencana melalui 

1) 
pcnyusunan. dokumen Kajian 

2022 ) 100 APSD BPBD 1 100 APBD BPBD 
Risiko Beucalla (tersedianya k."RB 
daJam beotuk dokumen yang 
sab/le~aI) 

ldentifi.kasi dan Pemetaan Terhadap 
2) Warga Negara eli Kawasan Rawan 2022 1.000 100 APBD BPBD 1100 100 APBD BPBD 

Bencana 

Mclakukan Sosialisasi, KOIDunlkasi, 
Informasi dan Ed ukasi (KIE) 

3) Rawan Bencana Tatap Muka 
2022 100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD 

dengao Pend Hduk d.i daerab rawao 
bencBn aJ mciaJui media sosial dan 
wabana multimedia) 

Pellyecliaao dan pcmasaogan rambu 
4) evak'uasi dan papan infortIlasi publik 2022 10 100 APBD BPBD 10 100 APBD BPBD 

KIE per jenis bencana 

Rp Rp 

3 Pelayanan Peacegahan dan 
2022 

1.939. 2 .041 . 2.009. 2.041. 
Kesiapslagaan Terhadap Bencaaa 683 000.000, 683 000.000, 

00 00 

Samna prasarana pcnauggulangall 

1) be ocana (scperti : tenda kom8ndo, 
2022 284· 100 APBD BPBD 284 100 APBD BPBD 

mobil rescue, dapur umuw, tenda 
posko kesehatau, air sanitasi, .... dll) 

Peningkata n ka pasitas . 
person.il/Sumber Daya Mallusia 

2) (SDM) (terlatibnya apamtur yang 
2022 100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD 

IDcnsnganj sub- urusan bcncana 
dan Warga Negam yang berada eli 
kawasan mwan bencana) 

Pelayanan Penyelamatan dan 1.939. Rp 2.009. Rp 
4 Evakuasl Korban BeDcana 2022 683 582.000. 683 

582.000. 
000,00 000,00 

Aktivasi Sistem Komando 
Pcnaoganan Darwat Bencana 
(tcrlaksanauya koordinasi system 

1) komando ole h Pusdalops 2022 12 100 APBD BPBD 12 100 APBD BPJ3D 
[x:nan ggulangau bencaua dalam 
penyiapan petugas pc nangauan 
druurat bencana) 

2) 
Penda taau terhadap warga yang 

2022 100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD 
terkcna! menjadi korban bCllcana 

--



Melakukan respon cepat darurat 

3) bencana (pellyediaan dokumen kaji 
2022 12 100 APBD BPBD 12 100 APBD BPBD 

cepal dan penetapan status darumt 
benea" a) 

Respon Cepat Kejad.ian Luar Biasa 
(Kl_B) Pcnyakit KLB/Wabab Zoonosis 

4) Pdoritas (tcrrespoo secara cepat 2022 1 100 APBD BPBD 1 100 APBD BPBD 
setiap basil pellcatapau status KLB 
ktu'ang drui 24 jrun) 

5) 
Petaksanaan Pellcarian. Pertolongan 

2022 12 100 APBD BPBD 12 100 APBD BPBD 
Evakuasi Korban Bencana 

Pelay8.llan Peayelamat8.ll dan 1.939. Rp 2 .009. 
Rp 

5 2022 75.600. 75.600. EvaktulSl Korb8.ll Kebakaraa 683 
000,00 

683 000,00 

Tingkat waktu tanggap (response 
time) 15 menit sejak diterimanya 
tnfonnasi/laporan srunpai tiba di 
lokasi dan siap memberikan. 

1) 
layanan penyelamatan dan 

2022 12 100 APBD BPBD 12 100 APBD BPBD 
evakuasi (Layanan Pemadaman, 
Penyelamatan dan Evakuasi oleh 
Dinas Drunkar dan Penyelrunatan. 
kelompok relawan pemadam 
kebakaran / redkarj' 

Prosed ur operasional penanganan 

2) 
kebakaran. penyelamatan dan 

2022 5 100 APBD BPBD 5 100 APBD BPBD 
evakuasi (sepelTI SOP MKKG, 
Pemadaman di Pemukiman • .. , dst,) 

Sarana prasarana pemadam 
kebakamJl (pas damkar dan mobil ! 

damkar scb agai contoh ; mobil 

3) drunkar. kapal damkar. mobil 
2022 39 100 APBD BPBD 41 100 APBD BPBD 

Penye lamatan. mobil tangki ail'. 
mobil komando •. " dU,) . 
penyelamatan dan evaknasi (helm 
petugas Penyelamatan. jaket. '" dU,) 

Kapasitas aparatur pemadam. 
kebakaran dan 

4) penyeiamatan/ Sl1Illber Daya 
2022 23 100 APBD BPBD 31 100 APBD BPBD 

Manusia Uumlah aparatnI' SDM 
drunkar yang telah mengikuti 
oelatiban. minimal pemadam Q 

Pelayanan pemadaman. 

5) 
penyelamatan dan evakuasi bagi 

2022 100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD warga negara yang menjadi korban 
kebakaran (korban jiwa langsung) 

Pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi bagi warga Degma yang 

6) 
terdampak kebakaran (korban jiwa 

2022 100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD 
yang mellgalami Inka fisiko hilanguya 
nyawa, mengalami trauma, serta 
clampak sosial akibat kebakruan) 



PeDeapalaD BPM (2023) PeDe.palaD SPM (2024) 

NO ludlkator KlDerJa / JeDis Layauau 
IDislasl Bumber In.tansl lulslasl 

Bumber lu.tansl 
BPM Peuerlm PeDdaDaaD Pe1aksaua Peudauaau Pelakaaua 

a Mutu Peuerlma Mutu 
Layauau Reallsasl Layauau ReaJlaaaI Anggarau Layauau ReaJ\saal Layauau ReaJ\sas1 A.ugarau 

Daaar 
Daaar 

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 3 1 32 33 34 35 

Pelayauau Keteutramau dau Rp Rp 

1 
Ketertlbau Umum Terhadap 35.242. 36.363. 
Peuegakan Perda Besual Mutu dan 590.75 3, 903.626, 
Pelayauau Gantt Rug! 00 00 

Slandar sarana pmsaran a Satpol PI' 
UlIInlah dan kuaJitas barang dan 

1) jasa: a. ged llng kan tor, b. 27 100% APBD Sat pol PP '27 100% APBD Satpol PI' 
keudw"Sall ope ras ional, c. 
perlc ngkapau operasional) 

Standar Opemsional Prosed ur 
(SOP) Satpol PP (SOP penegakan 
PCl'da, T ibumtranwas , 
pelaksanaall penangauan uujllk 

2) 
rasa dan kerusuhan massa, 

1 100% APBD Satpol PP 1 1000/0 APBD Satpol PP 
pelaksanaan pengawa1an 
pejabatj orang -orang pooting, 
pe,laksanaan tempat-lCmpat 
penting, pelaksanaan opemsionai 
patrolif 

Stan dar pen ingkalan kapasitas 

3) 
a nggota Satpo l PI' dan a n ggola 

1377 100% APBD Satpol PP 13 70 100% APBD Satpol PI' 
PerUnd l11lgan masya ralcat UumJah 
dan k uaJitas personil/ SD M) 

S landar pelayallan yang terke na 
danlpak gangguan TrantibtUll 

4) a kibat pcoegakan hukum 
2 100% APBD Satpol PI' 2 1000/0 APBD Sal pol PI' 

lerbadap pek'1llggaran Perda dan 
Perkada (pelayanan kerugian 
ma terial dan pelayanan pengobatan) 

Warga oegara yang mcmperoleh 
pc layanan kerugian materil : 

5) 
(kcrusakan alcibat peoegakao 

1 100% APBD Satpol PP 1 100% APBD Satpol PP 
pelaoggaran Percla dao Pcrkada, 
rusak ringan. rusak sedang, nlssk 
berat) 

Warga n egara yang memperoleh 
pelayaoaIl pcngobatao 
(pel1oloogan pe l1ruua yang 
terkc lla cidera fisik ringan akihat 

6) penegakao Perda dao Perkada 1 100% APBD Salpol PP 1 100% APBD Satpol PI' 
dan ditindaklaojuti dengao 
membawa ke rumall sakirj pusa, 
keschatan masyarakat bila lerkena 
cidem fisik scdaog daol atau bomU 



Pelayanan luformasl Rawan 2.079. Rp 
2 .149. 

Rp 
2 BencBna 683 250.00 0. 683 250.000 . 

000,00 000,00 

Pemetaan terh ada p lokas i/ daerah 
Iawan bencana melalui 

1) penyusunan dokumen Kajian 
1 100 APBD BPBD 1 100 APBD BPBD Risiko Bencana (tersedianya KRB 

dalam bentuk dokumen yang 
sah/ le!1:a1) 

Iden tifikasi dan Pemetaan Terhadap 
2) Warga Negam di Kawasan Rawan 1200 100 APBD BPBD 1300 100 APBD BPBD 

Bencana 

Melakukan Sos ialisasiJ 
Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KlE) Rawan Bencana 

3) Tatap Muka dengan Penduduk di 100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD 
daerah rnwan bcnC3Ila, melaJui 
media sosial dan wahana 
multimedia) 

Penycdiaan dan pemasangan =bu 
4) eVakuasi dan papan informasi 10 100 APBD BPBD 10 100 APBD BPBD 

publik KlE per jenis bencana 

3 . Pelayanan Pencegahan dan 2 .079. 
Rp -

2.149 . Rp-Keslapslagaan Terbadap Bencana 683 683 

8arana prasarana penanggulangan 
bencana (seperti : lenda komando, 

1) mobil rescue, dapur umum. tenda 284 100 APBD BPBD 284 100 APBD BPBD 
pasko kesehatan, air sanitasi . .. .. 
dIl) 
Peningkatan kapasitas 
personiI/ 8umber Daya Manusia 

2) 
(80M) (terlatihnya aparatur yang 

100 100 APBD BPBD 100 10 0 APBD BPBD menangani sub- urusan bencana 
dan Warga Negara yang berada di 
kawasan raw an bencana) 

Pelayanan Penyelamatan dan 2 _079. 2 .149 . ~ 
4 EvSkuasl Korban Bencana 683 Rp- 683 Rp-

" 

Aktivasi Sistem Komando 
Penanganan Daxurat Bencana 
(terlaksananya koordinasi system 

1) komando o1eh Pusdalops 12 100 APBD BPBD 12 100 APBD BPaD 
penanggulangan bene-ana dalam 
penyiapan petugas penanganan 
darurat bencana) 

2) Pendataan terhadap warga yang 
100 100 APBD BPBD 100 100 APBD BPBD 

terkena/ menjadi korban bencana 

Melakukan respon cepat darurat 

3) bencana (penyediaan dokumen 
12 10 0 APBD BPBD 12 100 APBD BPBD kaji cepat dan penetapan s tatus 

darurat bencana) 



Respoll Cepat Kejaclian Luar Biasa 
(KLB) Penyakit KLB/ Wabah 

4) Zoonosis Prioritas (ten-espon secara 1 100 APBD BPBD 1 100 APBD BPBD 
cepat setiap basil pe nea tapBJl 
status KLB kurang dru; 24 jam) 

5) 
Pelaksanaan Pencruian, Pertolongan 

12 ]00 APBD BPBD 12 100 APBD BPBD Evakuasi Korban Bencana 

Rp 1.510 . Rp 

5 Pelayanan PenyeJamBtan dan 2 .0 79. 
0 00.000, 2.149. 1.510. 

Evakuasi Korban Kebakaran 683 683 000.000, 
00 

00 

Tingkat waktu tanggap (response 
time) 15 menit sejak ditcJimanya 
infonnasi/ Iaporan sampai tiba di 
lokasi dan s iap wcmberikan 

1) 
Iayanan penyelamatan dan 

12 100 APBD BPSD 12 100 APBD BPSD I 
evakuasi (Layanan Pemadaman, 

! Peuyelaruatan d.an Evak"uasi olch 
Dinas DaJllkar dan Penyelamatan, 
kelompok relawan pemadam 
kebakaran/ redkru) 

Prosedw' operasiollal penanganan 

2) 
kebakaran, penyelamatan dan 

5 100 APBD BPSD 5 100 APBD BPBD cvakuasi (seperu SOP MKKG, 
PemadaJllan eli Pemukiulan, ... dst.) 

Sarana prasarana pemadam 
kebakaran (pos damkar dan mobil 
damka]" sebagai contob: mobil 

3) 
drunkar, kapal d runka]", mobil 

44 100 APBD BPBD 48 100 APBD BPBD Penyelamatan, mobil tangki air, 
mobil komando ... . dll.), 
penyelamatan dan evakuasi (belm 
petugas Penyelamatan, jake!, ... d ll.) 

Kapasitas aparatur pemadam 
kebakaran dan 

4) pelll'elamatan/ Sumber Daya 
3 1 100 APSD BPBD 3] 100 APBD BPSD Malllls ia Uumlah aparatur SOM 

damkar yang telah me ngikuti 
pelatiban, minin,a! pemadam Q 

Pclayanan peru.adaman, 

5) penyelamatan dau evakuasi bagi 
100 100 APBD BPSD 100 100 APSD SPBD warga negara yang menjadi korban 

kebakruan (korban jiwa langsung) 

Pelayanan penyelamatan dan 
evakuasi bagi warga uegara yang 
ten:lrunpak kebakaran (korban jiwa 

6) yang mengalami luka fisik, 100 100 APBD BPSD 100 100 APSD SPSD 
hilaugnya llyawa, mengalami 
trauma, serta daJllpak sosial akibat 
kebakruan) 



3.2.6 Bidang Sosial 

Tabe13.12 

Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 

PeDeapaiau SPM (20231 PeDcapaiaD SPM (20241 

NO IDdikator KlDerJa I JeDI. LayaoaD TahUD Sum~ luataual lulslaal 
Sum~ ID.taosl 

8PM Daaar 
IDislasl 

PeDdlUUlllD Pe1akaaua PCDdanaan Pe1akaBDa 
Peaerima 

Mutu 
PeDerima 

Mutu 
LayanaD Reallsasl 

LayanaD 
Reallsasl ADgarao LayaoaD Reall ... 1 

Layanan 
Reallsasl ADgarao 

Oaaar Daaar 

1. 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 ]2 13 11 15 16 17 18 19 

RehablUtaal 8osla! Oasar Rp Rp 
1 PeDyandang OI"ablUtas Terlantar 2022 1400 1050 100 lOO 364.501. 1540 100 400.951. 

dl Luar PaDt! Soola! 600,00 760,00 

1) Layanan Data dan Pengad uan 2022 55 55 100 100 61 100 

2) Penyediaan Layanan Kedaruratan I 
2022 50 50 100 100 55 100 Layanan Reaksi Cepat 

3) Pcayed iaan Pennakanan 2022 800 800 100 lOO 880 100 

4) Penyediaan Sandang 2022 700 700 100 100 770 100 

5) Penyediaan Alat Bantu 2022 550 550 100 100 605 100 

6) 
Pcnyedjaan perbekalan kesehatan 

2022 375 375 100 100 41 3 100 
(Penyediaan P3K) 

7) Pembcrian Bimbingan Pisik, Mental, 
2022 42 42 100 100 47 100 Spu·itua! dan Sosial 

Pembe,ian Bimhingan Sosial Kepada Dinas Dinas 
8) Keluarga Penyandang Disabiliias 2022 42 42 100 100 APBD 

Sosial 47 100 APBD Sos.ial PPKB 
Tcrlantar PPKB P3A 
Fasilitas Pembuata n Nomor fnduk P3A 

Kependuduk, Ka.rtu Tauda 

9) 
Penduduk, Akta KcJahirnn, Surat 

2022 34 34 100 100 38 100 Nikah, dan/atau Kart1.l Identitas 
Anak I Bukti Dokumen 
Kepeududukan 

Akses ke Iayanan pend idlkan dan 
10) kcsebatan dasar I fasilitasi Iayanan 2022 0 0 0 0 0 0 

pendidikan dan kesehatan 

11) Pembcrian Pe1ayanan Peneluswall 
2022 20 20 100 100 22 100 Kelua,.ga 

12) Pembedan Pelayanan I~eunifikasj 
2022 12 12 100 100 1.4 100 

Keluarga 

13) Layanan Rujuksn 2022 50 50 100 100 55 100 



RebablUtasl Boola! Daaar ADak Rp Rp 
2 

TerJantar ell Luar Pant! Bosla! 2022 2500 1875 100 100 357.149. 275 0 100 392.864. 
700,00 670 ,00 

1) Layaoan d a ta dan peugad ua n 2022 422 422 100 100 465 100 

2) Pe nye<liaan Iayauan kedaruratan / 
2022 4 14 4 14 100 100 456 100 layanan reaks i cepat 

3) Peuyeiliaan penoakaJl3D 2022 1325 1325 100 100 1458 100 

4) Penyed iaan sandang 2022 1175 1175 100 100 1293 100 

5) Pembeliall BinlbiJlgan F'isik, Mental, 
2022 34 34 100 100 38 100 Spiritual dan Sos:ial 

6) Pc uyediaan pe rbekalan kcsebatan 
2022 608 608 100 100 669 100 (PenyccliaalJ 1'31<) 

7) Pembcnan bimbingan sosial kcpada 
2022 34 34 100 100 Dinas 38 100 Dhlas ke luarga anak terlanta.r 

Sosial APBD Sosial PPKB 
FasiUtasi pC1llbua tan Nomor Induk APBD 

PPKB P3A 
KepeJldlldukan, Kartu Tsu da 1'3A 

8) 
Pend lid uk, Akta KelabiraJl, Su",-! 

2022 300 300 100 100 330 100 Nikall, dan/ atau Kartu Ide utitas 
Anak / Bukti doklUuen 
kepeJldud ukan , 

Akses ke Iayanan pe ndidikan dan 
9) kesebatan dasar J fasililasi Iayanan 2022 0 0 0 0 0 0 

pendidikru.I dan kcscb a tatl 

10) PcmherLm pelayanau penelus wa n 
20 22 .10 10 100 100 11 100 keluat1!a 

11) Pe mbcriaJl pelayanan relluifikasi 
2022 42 42 100 100 4 7 100 kelu3J1!a 

12) Layanan rujukan 2022 464 464 .100 100 5 11 100 

Rp Rp 

3 RebablUtasl Bosla! Duar Laujut 
2022 5200 3900 100 100 

1.2811. 5720 100 
1.414. 

Usia TerJantar dl Luar Pant! 8ol la! 989.900, 588.890, 
00 00 

1) LaysIIan da ta dan pengad uan 20 22 356 356 100 100 392 100 

2) Penycdiaanlayanan ked aru ratan / 
20 22 356 356 100 100 392 100 ,-, 

laya nan l'caksi cepat j , , 

3) Pcnyed ia8J.l permakanan 20 22 3900 3900 .100 100 4290 100 
Dinas Dillas 

4) Penyediaau sandang 20 22 2750 2750 100 100 APBD 
Sosial 3025 100 APBD Sosis l PPKB 
PPKB 1'3A 

5) Penycdiaan alat bantu 2022 1150 1150 100 100 
P3A 

1265 100 

6) ~enyed iaan perbekalan kcseh atan 
2022 1350 1350 100 100 1485 100 (PeJlyed iaatl P3K) 

7) Pcmberian biwbiDgan fi sik, mental, 
2022 0 0 100 100 0 100 spiJinlal dan sosial 

------ ------



Pemberian bimbingan sosial kepada 
8) keluarga Penyandang Disabilitas 2022 30 30 100 100 33 100 

Lanjut Usia tcrlantar 

Fasilitasi pembuatan Nomor Induk 
Kcpendudukw), Kwtu Tanda 

9) Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 2022 0 0 100 100 0 100 
Nikah / Bukti dokumen 
kependudukan 

10) Akses kc layanan kesebalan dasar / 
2022 312 3 12 100 100 344 100 fasilitasi layanan kesebatan 

11) 
Pemberian pelayanan penelusuran 

2022 20 20 100 100 22 100 keluw-ga 

12) 
Pemberian peIayanan reunifikasi 

2022 20 20 100 100 22 100 keluarga 

13) Layanan rujukan 2022 45 45 100 100 50 100 

Rehablllt&sl 80slal Dasar Tuna Rp Rp 
4 Soslal Khns nsnya Gelandangan dan 2022 100 75 100 100 6.80S. 110 100 7.489. , c 

Peugemls dl Lnar PanU 80slal SOO,OO 680,00 

1) Layanan data dan pengaduan 2022 35 35 100 100 39 100 

2) 
Penyed iaan Iayanan kedaruratan / 

2022 35 35 100 100 39 100 layanan reaksi cepat 

3) Penyediaan permakanan 2022 50 50 100 100 55 100 

4) Penyediaan sandang 2022 50 50 100 100 55 100 

5) Penyediaan perbekaIan kesebatan 
2022 40 40 100 100 44 100 (Penyediaan P3K) 

6) Pemberian bimbingan fisik, mental, 
2022 10 10 100 100 11 100 spiritua! dan sosia! 

7) 
Pemberian bimbingWl sosia! kepada 

2022 50 50 100 100 Dinas 55 100 Dinas keluarga geIandangan dan pengemis Sosial 
APBD APBD Sosial PPKB 

!'asilit"si pembuatan Nomor Induk PPKB P3A 
Kependudukan, Kwtu Tanda P3A 

8) Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 
2022 0 0 100 100 0 100 

Nikah, dan/ atau Kwtu Identitas 
Anak / B ukti dolrumen 
ke pendudukan 

Akses ke layanan pendidikan dan 
9) kesehatan dasar / fasilitasi Iayanan 2022 0 0 0 0 0 0 

pendidikan dan kesebatan 

10) Pemberian pelaYWlan pene1usuran 
2022 20 20 100 100 22 100 keluarga 

11) 
Pemberian peIayanan reunifikasi 

2022 20 20 100 100 22 100 keluw-ga 

12) Layanan lujukan 2022 20 20 100 100 22 100 



Perllndungan dan Jamlnan 80slal I 

Rp Rp 
5 Pada 8aat dan 8 etelah Tanggap 

2022 1369 1369 100 100 490.435. 1506 100 539.47S. 
Oarurat Bencana Bag! Korban 

000,00 500,00 
Bencana Daer ah Kabupaten 

1) PenyC!d iaw} Permakanan 2022 6 14 614 100 100 676 100 

2) Penyediaaa Sandang 2022 6 14 614 LOO LOO 676 100 
Dinas Dina. 

3) PenyediaEUl Tempat Penampwlgan 
2022 119 119 LOO 100 APSD 

Sosial 131 100 APSD Sosial PPICS Peugungsi PPKB P3 A 
Penanganan Khusus Bagi Kelompok P3A 

4) 
Rentan 2022 155 155 100 100 17 1 100 

5) Pelayanan Duknngan Psikososial 2022 614 614 100 100 676 100 
- - - - --

Peneapalau 8PM (2023) Pcncapaian SPM (2024) 

NO 
Indlkator Klnerja I Jenls Layanan 8 amber l ... t an.1 lui.lasl 

8umber InstBDSI 
8PM Inlslasl 

Pendan aan PeJaksaua Pendanaan PeJaksana 
Penerlma 

Mutu 
Penulma 

Mutu Layanan Reallsaal 
Layanau 

Reallaasl ADgpran Layanan Reali ... 1 
Layanan 

Reali ... 1 ADggaran 
Oasar Daaar 

] 2 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 

RehablUtasl 80slal Dasar Rp Rp 
1 Penyandang DisablUtas Terlantar 1694 100 441.046. 1864 LOO 485.151. 

dl Luar Pant! 80slal 936,00 630,00 

I) Layanan Data dan Pen gaduan 68 100 75 100 

2) 
Pc oyc(liaan LayanaIl. Kedaruratan I 

6 1 100 68 100 Layanan Rcaksi Cepat 

3) Peuyed iaan Pennakallan 968 100 1065 100 

4) Pcnyediaan Sandang 847 100 932 100 
Dinas Dinas 

5) Penycdiaan Ala! Bantu 666 100 APBD Sosial 733 100 APBD Sosial PPKS 
PPICS P3A P3A 

6) Peuyed ia,m perhekalaJl kesehatan 
455 100 50 1 100 (Penyediaan P31<) 

7) Pe mherian Bimhingan I'isik, Mental, 
52 100 57 100 Spiritual dan Sos .ial 

Pembe rian Bimbingan Sosial Kepada 
8) Keluarga Peuyandang Disahili tas 52 100 57 100 

Terlantar 



Fasilitas Pcmbuatan Nomar Induk 
Kepcoduduk, Kartu Tanda 

9) Pend uduk, Akta Kelahiran, S ural 
42 100 46 100 Nikah, dan/ a la u Kartu Identitas 

Anak / Bukti Doknmeo 
Ke :>endudukan 

Akses ke layanan pclldidikan daJl 
10) kesehatan dasar / fasilitasi layanan 0 0 0 0 

pcodidikan dan kesehatan 

11) 
Pemberian Pelayanan Penelusuran 

25 100 28 100 Keluarga 

12) Pemberian Pclayaoan Reunifikasi 
16 100 18 100 Keluarga 

13) Layanan Rujl1kan 61 100 67 100 

Rehabllltasl Soslsl Dasar Anak Rp Rp 
2 Terlantar dl Luar Pant! So.lsI 3025 100 432.1S1. 3328 100 47S.366. 

137,00 251,00 

1) J..ayanau data dan pcngaduan 5 12 100 563 100 

2) Penyediaao layanao kedarnratau/ 
502 100 552 100 layanan reaksi cepat 

3) Pcnyediaau pelmakauan 1604 100 1764 100 

4) Pcnyediaao saudang 1423 100 1565 100 

5) 
Pe.mberian Bimbingall Fisik, Mental, 

42 100 46 1.00 SPU;hlal dan Sosial 

6) 
Pcnyediaan perbekalan kesebatan 

736 100 8 10 100 (Penyed iaan P3K) 

7) Pemberian. bimhingan sosial kepada 
42 100 46 .100 keluarga Wlak terl8Jlt.-u- Dinas Dinas 

Fasilitasi pelllb uataJl Nomor Indnk APBD Sosial APBD Sosial PI'KB 

I{cpcndudllkan, Kartu Tanda PPKB P3A P3A 

8) 
PClld udukJ Akta Kelahiran, Surat 

363 100 399 100 Nikah. dWl / a la u Kartu Identilas 
Anak / Bnkti clokumeu 
kcpelldud ukan 

Akscs ke layanan pcndidikan dan 
9) keschatan dasar / fasilitasi layanan 0 a a a 

pcnclidikan d8Jl kesclJatan 

10) 
Pemberiall pelayanan peneluslU"8ll 

13 100 14 100 kcluarga 

11) 
PembeJian pelayanan reunif'umsi 

52 100 57 100 kclusrga 

12) Layanan rujnkan 563 100 619 100 

RP Rp 

3 Rehabllltasl Soslsl Dasar Lanjnt 
6292 100 1.556. 6921 100 

1.711. 
U.la Terlantar dl Luar Pant! So.1a1 047.779, 652.557, 

00 00 

1) l",yanan data dan pengaduan 432 100 Dinas 475 100 Dillas 

Pcuyediaan layanan kedaruratan / APBD Sosial APBD Sosial PPKB 
2) 

layanan reaksi cepa! 432 100 PPKB P3A 475 100 P3A 
---- - --- -



3) Pcnycdiaan pennakanan 4719 100 5191 100 

4) Penyediaan sandang 3328 100 3661 100 

5) Pe nyediaan alat bantu 1392 100 1531 100 

6) 
Penyediaan perhekalan kesehatan 

1634 100 1797 100 (Penyediaan P3h1 

7) Pemberian himbingan fisik, mental, 
0 100 0 100 spiritual dan sosia! 

Pemberian bimbingan sosia! kepada 
8) keJuarga Penyandang Disabilitas 37 100 4 1 100 

Lanju! Usia terlantar 

F'asilitasi pembuatan Nomor Induk 
Kependudukan, Kartu TEUlda 

9) Pellduduk, Akta Ketabiran, Sura! 0 100 0 100 
Nikah I Bukti do kumen 
kependudukaJl 

10) Akscs ke layanan kesehatan dasar I 
379 100 417 100 fasilitasi layallan kesehatan 

11) Pemberian pelayanan pellciusuran 
25 100 28 100 keJuarga 

12) 
Pembelian pelayanan re unifJkasi 

25 100 28 100 keJuarga 

13) Layanan rujukan 55 100 6 1 100 

,,_J ,~ 
RehablUtasl Soslal Dasar Tuna Rp Rp '"" 4 Soslal Khususnya Gelandangan dan 121 100 S.238. 133 100 9.062. - ~.'; 

Peogemls dl Luar Pant! Soslal 648,00 513,00 " 

1) Layanan data dan pengaduan 43 100 47 100 

2) 
Peuyediaan layanan kedaruratan I 

43 100 47 100 layanan reaksi cepat 

3) PCllyediaan permakanan 6 1 100 67 100 

4) Penyediaan sandang 61 100 67 100 

5) 
Pellyediaan perbekalan kesehatan 

49 100 54 100 (Pe nyediaan P3K) 

6) Peruberian bimbingan fisik, mental, 
13 100 14 100 spiritual dan sosia! 

Droas Dinas 

7) 
Perubcrian bimbingan sosia! kepada 

61 100 APBD Sosial 67 100 
APBD Sosia! PPKB 

keJuarga gelandangan dan pengemis PPKB P3A P3A 

F'asilitasi pembuatan Nomor Induk 
Kependudukan, Kartu Tanda 

8) 
Penduduk, Akta Kelahiran, Sum! 

0 100 0 100 Nikah. danl atau Kartu Identitas 
Anak I Bukti doktunen 
kcoendudukan 

Akses ke Jayanan pemlidikan dan 
9) kesehatan dasar I tasilitasi layanan 0 0 0 0 

pendidikan dan kesehatan 

10) Pemberian pelayanan penelusuran 
25 100 28 100 ke\uarga 

-



11) 
Pembelian pelayanan l'eunifikasi 

25 JOO 28 JOO keluarga 

12) Layanan mjukan 25 100 28 100 

Perllnduugan dan JamiDan Soslal 
Rp Rp 

I 5 Pada Baat daD 8etelah Tanggap 
1657 100 593.426. 1823 100 652.768. 

I 

Darurat Bencana Bag! Korban 
350,00 985,00 BencaDa Daerah KabupateD 

I) Penyediaan PcrmakaJlaD 744 100 818 100 

2) Penyediaan Sandang 744 100 818 100 

Oinas Dioas 
3) Penyediaan Tempa! Peuampungan 

145 100 APBD 80sial 160 100 APBD 80sial PPKB Pengungsi 
PPKB P3A P3A 

4) Penanganan KhUSllS Bagi KeJompok 
189 100 208 JOO Rentan 

5) Pelayanan Dukungan Psikososial 744 100 818 100 



3.3 Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan 

Dasar Kedalam Dokumen Perencanaan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 

mengamanatkan bahwa : "Pelaksanaan pelayanan dasar 

pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". 

Amanat yang ada dalam undang-undang ini lllerupakan 

bukti keseriusan pelllerintah agar betul-betul 

lllernperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar 

lllenjadi prioritas pembangunan di daerah. 

Dokurnen perencanaan daerah bersifat sisternatik 

dan berjenjang rnulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA 

SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA 

SKPD dan RKA SKPD. 

1. Upaya pernenuhan SPM pada urusan pernerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

dipastikan lllenjadi i&u strategis daerah, baik dalam 

perencanaan jangka panjang, jangka rnenengah 

rnaupun yang sifatnya tahunan. 

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat 

perumusan: 

a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya 

dikaitkan dengan penyelenggaraan pernenuhan 

dan pencapaian kebu tuhan dasar oleh 

Pernerintah Daerah 

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta 

kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan 

dengan be saran anggaran yang diperuntukkan 

bagi pemenuhan kebutuhan dasar. 

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, 

khususnya d ikaitkan dengan isu pemenuhan 

kebutuhan dasar untuk setiap Urusan 

Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar. 



d. Strategi, arah kebijakan dan program 

pembangunan daerah, khususnya dikaitkan 

dengan strategi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun arah kebijakan dan merumuskan 

program dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan 

program Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan program Perangkat Daerah 

dan pendanaan yang diperuntukkan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja 

daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat 

dilakukan pada saat perumusan: 

a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya 

dikaitkan dengan penyelenggaraan dan 

pencapaian program dan kegiatan Perangkat 

Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, 

khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran 

yang diperuntukkan bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, 

khususnya untuk memastikan capaian 

pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana 

kerja tahunan. 

d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, 

khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, 

dan alokasi dana indikatif dan sumber 

pendanaan yang disusun dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja 

daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 



4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokurnen 

Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat 

p erumusan: 

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan capaian dan 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

b. Permasalaban · dan isu strategis Perangkat 

Daerah, khususnya dikaitkan dengan 

permasalaban pokok yang dihadapi Perangkat 

Daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan 

dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerab 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 

d. Strategi dan arab kebijakan, khususnya 

dikaitkan dengan memperhatikan permasalaban 

dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

e. Rencana p r ogram dan kegiatan serta 

pendanaan, khususnya dikaitkan dengan 

program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif 

dan sumber pendanaan yang disusun dalam 

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. 

f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, 

khususnya d ikaitkan dengan indikator kinerja 

daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat 

perumusan: 

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya 

dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar. 

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar. 



c . Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, 

khususnya d ikaitkan dengan program, kegiatan , 

dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan 

yang disusun dalam pencapaian pemenuhan 

kebu tuhan dasar. 

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Fenganggaran Daerah 

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan 

penganggaran juga tennasuk singkronisasi target 

SPM antar-dokurnen perencanaan . pernbangunan 

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, 

dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam 

RKA OPD). Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) 

sebagai instrurnen rencana pernbangunan tahunan 

daerah selanjutnya rnelahirkan RAPBD yang setiap 

t ahun disepakati bersama antara eksekutif dan 

legislatif di daerah. Dokurnen penganggaran 

t ahunan daerah ITleliputi: 

a . Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasariny a untuk periode 1 (satu) tahun 

b . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada PD untuk setiap program 

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD 

sebelum disepakati dengan DPRD 

c. Rencana Kerj a Anggaran (RKA) PD adalah 

dokumen peren canaan dan penganggaran yang 

. berisi rencana pendapatan dan rencana belanja 

program dan kegiatan PD sebagai dasar 

penyusunan APBD . 

7. SPM dijadik an sebagai salah satu syarat dalam 

melaksanakan anggaran kinerj a karena di dalam 

SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan 

sebagai ukuran k eberhasilan Pemerintah Daerah 

d alam rnelaksanakan anggaran daerah yang 

b erorientasi pad a kepentingan publik atau 

masyarakat yang diwujudkan rnelalui berbagai 



k egiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator 

p encapaian SPM harus terumuskan secara jelas 

dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA

Perangkat Daerah. 

8. Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran 

kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan 

beberapa instrumen pendukung seperti indikator 

kineIja, Analisis Standar Belanja) , Stan dar Satuan 

Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM 

dijadikan sebagai salah satu syarat dalam 

melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam 

SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan 

sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah. 

dalam melaksanakan anggaran daerah yang 

berorientasi pada kepentingan publik atau 

masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator 

pencapaian SPM harus terumuskan secarajelas dalam 

penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD. 



. .-

BABIV 

PEMANTAUAN, EVALUASI PELAPORAN 
PENERAPAN SPM 

4.1 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan 

ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu 

Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar 

tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya maupun Pemerintah Daerah. 

Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan 

layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara 

berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 bulan 

sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun. 

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan 

dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara 

regular berdasarkan indikator . tertentu, dengan maksud 

mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai 

dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. 

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target 

yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila 

monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam 

memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman dan 

perencanaan program. Juga memberikan informasi kepada 

pengelola program apabila terjadi hambatan, serta sebagai 

masukan dalam melakukan evaluasi. 

Pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan 

program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring 

dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program 

dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah 

mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah 



diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan 

dilakukan terbuka. 

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan 

yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran 

untuk monitoring 

dilakukan dengan 

terhadap pelaksanaan kegiatan 

melihat tingkat ketepatan waktu 

pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang 

direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak 

terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di 

dalamnya. 

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah 

dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. 

Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan 

dengan menggunakan indikator sumber daya manusia 

yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan 

tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan 

yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik. 

4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan 

dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang 

diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin 

kepada pimpinan unitnya sebagaipenanggungjawab 

pelaksanaan program/kegiatan dan melaporkan kepada 

Bupati Tasikmalaya melalui Sekretariat SPM Kabupaten 

Tasikmalaya. Waktu dan media pelaporan menjadi 

kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada 

saat pelasanaan monitoring. 

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung 

jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. 

Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak

pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, 

an tara lain kelompok masyarakat, instansi antar 

pemerintah, dan lainnya sesuai yang disepakati. 

Pemantauan dilaksanakan dengan: 

a. rapat pemantauan dan evaluasi per triwulan; 

b. pemantauan di lapangan; 

c. penyampaian program capaian SPM. 



No 

1 

Jenis 

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, 

untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari program atau 

kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. 

Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai 

(output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah 

berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai 

dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat 

dalam perencanaan dan dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM 

di Daerah, maka indikator utama yang digunakan adalah 

indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, 

dengan membandingkan an tara realisasi dan target yang telah 

ditentukan. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, 

maka dapat dievaluasi apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat 

dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan 

baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah 

terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga 

sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil 

monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. 

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan 

menggunakan format tabel sebagai berikut: 

Tabel4.1 
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM 

Mutu 
Program, 

Target Realisasi 
Persentase 

Indikator Kegiatan, Capaian 
Pelayanan Pelayanan 

SPM 
Satuan 

Sub 
Permasalahan 

Dasar 

2 

Dasar 
Kegiatan 

Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran K R 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang 

tidak bisa dihilangkan dalam suatu proses pelaksanaan 

penerapan SPM. Pemantauan dan evaluasi dibuat dengan 

tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman dimana 

proses tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data hasil 

dari sebuah kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan 

agar dapat mengendalikan atau mengontrol ketercapaian 

suatu kegiatan. Pada prinsipnya semakin banyak pihak yang 

melakukan pemantauan dan evaluasi maka akan semakin 

baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak 



programlah yang harus menjadi pengendali proses tersebut, 

dan mereka berhak m enentukan siapa saja yang perlu 

dilibatkan 

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Penerapan SPM 

Berdasarkan Perrnendagri Nomor 59 Tahun 2021 

disebutkan bahwa Laporan Penerapan SPM dimuat dalam 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, 

kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. 

Laporan Penerapan SPM disampaikan dan dilakukan 

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. 

Bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat menyampaikan laporan Penerapan SPM di 

daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah 

kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 

Bina Pembangunan Daerah. 

Laporan Penerapan SPM digunakan untuk: 

1) melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi 

dan di daerah kabupaten/kota; 

2) perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan 

3) sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan 

insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara 



BABV 

PENUTUP 

Rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM adalah 

dokumen rencana kerja jangka menengah lima tahunan dalam 

pencapaian penerapan SPM, namun demikian untuk Rencana aksi 

penerapan SPM mengikuti periode Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2021-2026 yang memuat gambaran : 

1. ten tang penjelasan strategi yang akan dicapai dalam periode 

tertentu dan bagaimana proses, tahapan serta mekanisme 

penerapan dan pencapaian SPM; 

2. kepastian pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan 

dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM; 

3 . kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan 

pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan 

anggaran; 

4. langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang 

disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM. 

Dengan adanya rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan 

dalam penerapan dan pencapaian SPM; 

2. Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam 

penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM; 

3. Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM; 

4. Pedoman monev pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM; 

5. Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM 

dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi 

penyusunan rencana aksi periode selanjutnya; 

6. Pedoman untuk memudahkan pengintergrasian penerapan dan 

pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan 

dan pengangguran daerah. 

Rencana aksi penerapan SPM dan Indeks Pencapaian SPM ini 

agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai harus 

terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran 

daerah. Semoga Rencana aksi ini menjadi pedoman dalam penerapan 



SPM oleh stakeholder sehingga dapat lebih terarah dan tepat sasaran 

untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Tasikmalaya. 
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